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KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, telah

tersusun Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sampit Tahun 201'2019.
Dokumen Reviu Rencana Strategis ini menguraikan tentang Tuiuar yang
disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dan lndikator Sasaralr

dmgan Target yang dilaksanakan dalam kurun walhr 5 (lirna) Tahun dari
Tahun 2015 s/d Tahun 2019.

Kebiiakan Mahkamah Agung secara garis besar sudah mendukung
penjabaran prioritas nasional pemerintah, antara lain dalam rangka

pencapaian sasaran penegakan hukum yang berkeadilan dan penghormatan,
perlindurgan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia. Perlu diperhatikan bahwa

visi yang terdapat dalam blueprint diperuntukkan untuk 2530 (dua puluh
lima sampai tita puluh) tahun ke depan. Sementara visi K,rL yang

dikehendaki dalam Ren-stra sebagai bagian dari Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RIJMN) dibatasi sanpai akhir masa

penggangaian atau 5 (lima) tahun ke depan. Sehingga perlu di revisi untul
mewuiudkan Visi Mahkamah Agung dalam 5 tahun.

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan

transparansi dan a.l(untabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Negeri

Sampit dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersediannya

dok-umen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2015-2019 yang lebih

akuntabel. Pengadilan Negeri Sampit adalah pelalsana kekuasaan kehakiman

yang bertugas menyelenggarakan peradilarr guna menegakkan hukum dan

keadilan yang berada di Propinsi Kalimartan Tengah. khususnya wilayah

hulem Kabupaten Kotawa ngin Timur.

Rencana Strategis ini telah diupayalan pen,'usunannya secara optimal,

namun kami menyadari apabila masih ada kekurangan, maka tidal tertutup

kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutullan

mendesal/prioritas dan kebiiakan pimpinan Pengadilan Negeri SamPit.

Semoga Reviu ke - 3 Rencana Strategis ini benar-benar bermanfaat dalam

mendukung visi Pengadilan Negeri gampit yaitu "Ter.oltitdflyt Pengadilon

Negeri Samyit Kelas IB yoflg Agtstg".

'\Sampit, 25 Januari 2019

Ketua {engadilan Negeri Sampit,

NrP 19670s23 199303 2 002
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BABI O
PENDAHULUAN
1.1 KONDISI UMUN'I

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi

peran Pengadilan Negeri Sampit dalam menialanlan tugas dan fungsi

pokoknya, dibidang Adminisfrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan.

Pengadilan Negeri Sampit merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan

kehakirrtan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan huttrm dan keadilan Pengadilan Negeri Sampit bertugas dan

berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang

masuk ditingkat pertama.

Perencanaan strateiik suatu proses yang berorimtasi pada hasil yang

ingin dicapai selarna kurun waktu 1 (sahr) sampai dengan 5 (lima) tahun

secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitu-ntkan potensi

peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Sampit.

Rencana Stratetis ini dijabarkan ke dalam ptogram yang kemudian diuraikan

kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan

arggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang

kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan

perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Sampit, baik lingkungan

intemal maupun ekstemal sebagai variable strategis.

Pengadilan Negeri Sampit dalam menjalanlan tugas dan fungsinya

tersebut adalah untuk mendulung tercapainya visi dan misi Mahkamah

Agung Republik Lrdonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman

di Indonesia.

1.2 POTFNSI PFRI\IASAI AHAN

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungshya sebagai Pengadilan

Negeri Trngkat Pertama dalam lingkup Drektorat Jenderal Peradilan Umum,

Pengadilan Negeri Sampit Kelas lts berpedoman pada Rencana Pembaruan

Peradilan yanS terhrang dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010 - 2035

k1)iu Brneana St/olcgis 2075 2019 Peqadilnn Negeti Sa pit K.la3 lB
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PENCADILAN NECERI SAMPII KELAS IB

JI H. M. Acy.d No 35 Saspit 74322 Telp.,Gar. (0531) 21m8, 21249

Email: irrrenplrjl]!!!$grd Web6tc !!rvv pn qhoir sq!!l

sebagai Kerangka Rencana ,angka Panjang dan Rencana Strategis \4ahkamah

Agu:rg Republik Indonesia 2Ol5 - 2019 sebagai kerangka jangka menengah

untuk menentukan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sampit Kelas lB

dalam upayanya mewuiudkan Visi dan Misi serta tuiuan organisasi.

Penyelenggaraan tugas, kegiatan dan pelayanan pada Pengadilan Negeri

Sampit Kelas IB dengar memperhatikan isu-isu strategis, dan melakukan

analisa faktor-faktor strateBis baik intemal maupun ekstemal dari lingkungan

organisasi yang berpentaruh terhadap pencapaian kinerja pembangrinan.

Analisa tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan Resot/ces

(Sumber daya) dart Organization (Organisasi) yang ada dan tumbuh serta

berkembang dalam instansi.

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Sampit mencakup hal-hal yang

memang sudah diatur dalan peraturarvperundang-urdangar sarnpai

dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup :

1. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir

(promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan Negeri Sampit;

2. Adanya undang-undang/KepPres yang mengahr kewenangan

Pengadilan Negeri selalu salah satu bagian dari kekuasaan

kehakiman di .lingkungan peradilan umum mempunyai hrgas dan

kewenangan untut memedks4 memutus dan menyelesaikan

perkara pidana dan perkata perdata ditingkat Pertama

sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 8 Taltun

2004 tentang perubahan atas Undang-rmdang Nomor 2 Tahun 1986

Tentang peradilan Umum yaitu pada pasal 50;

3- Pengadilan juga dapat memberikan keterangan, Pe.timbangan dan

nasehat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya

apabila diminta. Hal ini juga diatur dalam Undang-undan nomor 8

Tahua 2004 pasal 52 ayat (1) dar. ayat <2);

4. Memberitan pelayanan di bidang hukum kepada elemen-elemen

masyaralat yan8 membutuhl<an, termasuk Pemberian dana

bantuan hul<um bagi masyarakat miskin dan terPinggirkan yang

Reoiu Rzncans Strategis 2015-2019 Pe ganihn Negeri Sanpit xclas IB
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berperkara, Juga memberikan pelayanan kepada mahasiswa yang

ingin mengadakan penelitian atau studi di pengadilan dengan ijin

dari ketua pengadilan. Dengan demi.kian pengadilan negeri

khuzusnya juga atan memberikan kontlibusi positif kepada dunia

pendidikan.

Kelemahan (Wealcress)

Kclcmahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Sampit

dirinci dalam beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan Putusan Pengadilan Negeri Sampit belum

dapat diunduh/diakses dengaa cepat oleh masyarakat karella

keterbatasan Sumber Daya Manusia Belum memiliki mekanisme

evaluasi yang dapat mengulur kepuasan masyarakat pencari

keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampib

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan Seiring dengan semakin

bertambahnya perkara dar semalin kompleksnya kegiatan

keseketariatan pada Pengadilan Negeri Sampit sementara sumber

daya yang ada tidal< cukup memadai untuk mengakomodasi

kegiatan-kegiatan tercebut sehingga diperlukan penambahan

Sumber Daya Manusia yang berkompeten atau diadakannya

bimbingan tel.xis untuk meningkatkan kualitas. Rekrutmen

Pegawai Negeri Sipil yang diterima belum sesuai dengan kapasitas

dan kemampuan kerja yang dibutulkan di Pengadilan Negeri

Sampit,

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan belum optimalnya evaluasi

penilaian kinerja belum adanya sistem pen8aduan masyarakat yan8

berbasis tekrologi inlormasi;

4. Aspek Tertib Administlasi dan Manaiemen Peradilan Sistem

Manajemen Perkara Berbasis Teknologi Informasi (CTS) yang ada

belum berjalan optimal. Hal ini berkaitan dengan kecakapan dan

kompetensi sumber daya aparatui ne8ara yant ada;

Rtoitl Pancana Stat gis 2015-2Arc Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB
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Aspek Sarana dan Prasarana yang masih kurang memadai kadang

dapat mempedambat kineda.

C. Peluang(Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Neged

Sampit untul< melakukan perbaikan ditinjau dad beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan Adanya website Pengadilan Negeri Sampit

yang memberikan informasi kepada masyarakat tcntang alur proscs

berperkara;

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan Adanya tunjangan

kinerjatemunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja,

adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan

Pengaditan Negeri Sampit maupun Mahkamah Agung untuk

meningkatkan kualitas sumber daya malusia;

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan Adanya kegiatan pengawasan

yang dilaksanakan secara berkala baik untuk intemal maupun

ekstemal dari tim pengawas Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

Pembinaan/briefing yang dilakutan oleh tim pengawas Pengadilan

Tinggi Palangka Raya;

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan Llukungan

dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum

Pengadilan Tinggi Palangka Raya Adanya aplikasi manajemen

perkara yang be$asis telmologi inlormasi dapat membantu

ketertibary

5. Aspek Sarana dan Prasarana Sudah tersedianya saiana fasilitas

Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Sampit berupa perangkat

dan jaringan intemet sehingga berbagai infomasi dapat

disampaikan melalui website Pengadilan Negeri Sampit.

5
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D. Tantan8an yang dihadapi (Thrcats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Sampit

yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat

melalukan perbalkan sebagaimana yanS diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan Belum tersedianya suatu alat pengukuran

kepuasan pengguna jasa pengadilan;

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilar Personil di Pengadilan

Negeri Sampit belum scluruhnya menguasai visi dan misi

Pengadilan Negeri Sampit Masih terbatas/minimalnya kualitas

Sumber Daya Marusia yang memiliki kompetensi di bidang yang

dibutuhtary

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan Belum adanya sisle$t rrword

dal\puni1hment ul].trrk mengontrol kinerja aparat peradilan;

4. Aspek Tertib administrasi dan marajemen peradilan Masih timbul

adanya perbedaan pemahaman dari Tim Pembinaan Aministrasi

antara satu dengan yang lainnya sehingga berakibat adanya

keragu-raguan dari pelaksana administrasi dalam menialankan

tertib administrasinya;

5. Aspek Sararra dan Prasarana Anggaran yang diberikan pusat r:nhrk

pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai denga.n kebutuhan.

Rl't)iu [<cncana St/otegis 2A15 2019 Pe gadilan Negeri SanPit Kelas 18
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BAB II O
VISI, MISI, TUIUAN DAN SASARAN

STRATEGIS
Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas seda sebagai

pedoman dan tolok ukur kineria dalam pelaksanaan kinerja Pengadilan

Negeri Sampil yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan stategi jangka

paniang Mahkamah Agung yanB telah ditetapkan dalam Cetak Biru

Mal&amah Agung Republik lndonesia 2010 - 2035 dan arah kebijakan dan

program pemtrangunan nasional yang telah ditetapkan daiam Kerangka

Rencana Pembangrnan Jangka Menengah Nasional (2015 - 2019) sebagai dasar

acuan pen)rusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman

pengendalian kineia dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam

pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2015 - 2019.

Rencana Strategjs Pengadilan Negeri Sampit 2015 - 2019 pada

hakekabrya merupalan pernyataa-n komitmeri bersama mengenai upaya

terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara

pencapainamya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban,

penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebiiakarl pemtnrarr

terkait penyelesaian perkara agar tercapai proses peradilan yang pasti/

transparan dan akuntabel, pelayanar peradilan yang prim4 pengadilan yanB

terjangkau, kepercayaan dan kekeyakinan publik terhadap pe.radilan serta

kepastian hukum untul mendukung iklim investasi yang kondusiL

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka

pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin

diwuiudkan Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan

dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fun8si

dalam mencapai sasaran atau target yanS ditetapkan.

2.1 VISI DAN ]VIISI

Visi Mahkamah Agung yang akan menjadi pandangan dan arah ke

depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fi:ngsi dalam

mencapai sasaran atau target yang ditetapkan dalam 5 (Iima) tahun ke depan

Rel,iu Rencana Sb .c.is 2015 2A79 Pengadil1n Ne$eti Sanpit Kelas lB
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dan telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mallamah Agung Republik Indonesia

2010 - 2035. Maka Visi Pengadilan Negeri Sampit adalah :

"Terutujafurya Peagadilqfl Negei Sarnpit Kelas IB yatg Agutt{'

Visi dimaksud bermalna sebagai berikut :

Mmlatankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui

kekuasaan kehaliman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang

jujur dan adil. Fokus pelaksanaar tugas pokok dan fungsi peradilan adalah

pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan

suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila

dan Undang-undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan

kemuliaan institusi.

Unhrk mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi Pengadilan Negeri

Sampit, yaitu :

1. Menjaga kemandiriar badan peradilan;

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencan

keadilaru

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;

4. Meningkatkan kredibilitas dan trarapararai badan peradilan.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATFCIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Neged Sampit seperti

yang telah dikemukakan terdahulu. maka visi dan misi tersebut harus

dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa

perumtrsan tujuan strategis organisasi. Tujuan strategis merupakan

peniabaran atau implementasi dari pemyataar misi yang akan dicapai atau

dihasilkan dalam .langka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan

Negeri Sampit berusaha mengidentifitasi apa yang akan dilalsanakan oleh

organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan

strategis ini deflgan mempe*imbantkan sumber daya dan kemampuan yang

dimiliki. Lebih dari itu, perumusan hr,uan strategis ini juga akan

memungkinkan Pengadilan NeSeri Sampit untuk mengukur sejauh mana visi

Reliu Rencana Sta1gis 2015:2019 Pen$ntikn Neg.i Sanqit Kel$ IB
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dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan

visi dan misi organisasi. Rumusan tu,uan tersebut dapat diuraikan sebagai

berikut :

1. Terw,ujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilarr

melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;

2. PeningkatanEfektivitasPengelotaanPenyelesaianPerkarai

3. Meningkahya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan

tcrpin ggi rkan;

4. Meningkatnya Kepatr.rhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Dengan Indikator Tujuan seba8ai berikut :

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah ABung Republik Indonesia

Nomor 192KMAlSK^ll2Ol6 tentang penetapan Reviu Indikator Kineria

Utama, mala Rencana Strategis disinkronisasikan dengan Reviu Indikator

Kinera Utama Pengadilan Negeri Sampit dibawah ini :

PENCAD1LAN NEGERI SAMPIT KELAS IB
Jl H M A$!rd No. 36 S.mpfi 742? Telp /Id. (0531) 21008,21249

't Terwujudnya
yang Pasti,

Akuntabel

Proses Pemdilan
Transparan dan

Persentase para pihak
yang percaya terhadap
system peladilan

80'/.

2 Peningkatan Efektivitas
Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Persentase perkara yang
diselesai&an tepat wal*u 100?o

Pers€ntas€ perkara yang
diselesaikan melalui
peorbebasan

biaya/prcd,eo

100%

Percentase perkara yang
diselesaikan melalui
sidang keliling/zi tting
plaals baik di dalam
negeri naupun di Iuar
negeri

90"1,

100'u,

Persentase perkara yang
terlayani melalui
Posyankum

MeningkatnyaAkses Peradilan bagi
Masyarakat Miskin dan
1'erpinggirkan

PPrsPntasi, idenlila5
hukum yang terpenuhi

1009;

Meningkatnya Kepatuhan
Terhadap Putusan Pengadilan

Persentase putusan
perkara pe.data yang
ditindaklanjuti
(dieksekusi)

70"/"

4.

R.oiu Reficana SlaLegi. 2015a019 Pengotilan Neg,:/i Safipit xel,l IB
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a. Persentase sisa perkara yang
diselesaikan

9sv"

yangb. Persentase perkara
diselesaikan tepat wakfu

l)enurunan srsaPers€ntase
perkara 35%

d. Pers€ntase Perkara yang tidak
mengajular upaya hukum :

1) Banding 90,,/o

2) Kasasi 85'v,

3) Peninjauan Kembali 70"/"

e. Pers€ntase perkara Pidara
Anak yang diselesaikan
dengan Diversi

't00.1,

-t Terwujudnya proses peradilan
yang pasti, transparan dan
alcuntabel

f. Inder responden pencari
keadilar yang puas terhadap
layanan peradilan

r00%

Persentase isi putusan yang
diterima oleh para pihak tepat
waktu

a

80'l{,

b. Persentar perkam yang
diselesaikan melalui mediasi

20"1,

c. Persentase berkas perkara yang
diajukan tranding, kasasi, dan
PK secara lengkap dan tepat
waktu

100'/.

091,

2 efektfitas
penyelesaian

Peningkatan
pengelolaan

Perkara

d. Persentase pufusan peikara
yang menarik perhatian
masya.akat yang dapat diakses

s€faft ofili e dalam iangka
waktu 1 (satu) hai setelah

diputus
Persenta-se perkara prodeo
yang diselesaikan

a
100"/.

perkara yang
diluar gedung

b. Persentase

diselesaikan
Pengadilan

q0.1,

Pe$entase pencari keadilan
golongan tertentu yang
mendapat layanan bantuan
hukum (Posbankum)

c

zty/"

Meningkatnva akses peradilan
bagi masyarakat miskil tlan
terpinggirkan

4. Meningkatnya kepatuhan
terhadap putusan pengadilan

Persentas€ putusan perkala
perdata yang ditindaklaniuti
(dieksekusi)

70"/,,

Dari perumusan Visi, Misi dan Tuiuar diatas serta sesuai dengan arah

pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2079,

disu-sunlah Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam Periode 5 (lima) tahun

R.biu Rendna Sdategis 2O15-2U9 Pcngidilan Nege/i S'tnpit Xdas lB
9
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90,'/n
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kedepan Pengadilan Neged Sampit Ketas IB kembali lagi menyelaraskan

Sasaran Strategisnya sebagai upaya unh.rk memberikan input bagi tercapainya

sasaran strategis Mahlamah Agung Republik Indonesia, maka Pengadilan

Negeri Sampit Kelas IB menyelaraskan 7 (tuiuh) sasaran strategis sebagai

berikut :

1. Terwrrjudrya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;

3. Meningkanrya akses peradilan bagi masyarakat terpirggirkan;

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;

5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kine{a aparat peradilan secara

optirnal baik intemal maupun ekstemal;

6. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara

akuntabel, efektit dan efulery

7. Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Agar lebih mudah dan semakin menjelaskan arah sasaran shategis

tersebut maka disusu.n krdikato Kineria yang akan menggambarkan

pencapaian tuiuan dan sasaran strategis dalam upaya mewu,udkan visi dan

misi tersebut Indikator Kine4a dapat diurailan sebagai berikut :

No Sasaran Indikator Kinerja Target
1 Terwuiudnya Proses

Pendilan yang Pasti"

Transparan, dan
Akurtabel

a. Persentas€ sisa perkara Perdala
dan Pidana tlisclcsaikan

b. Persentase perkara Perdata dan
Pidana yang diselesaikan tepat
lvaktu

c. Pe6entase penurunan sisa perkaia
Perdata dan Pidana

d. Persentase perkara yang Tidal
Mengajukan Upaya Hukum
Ban Kasasi dan PK

e. Persentase Perkara Pidana Anak
Diselesaikan Dversi

f. Index responden pencari keadilan
yan8 puas terhadap layanan

10096

80%

30%

80%

807.

80?,

2. Peningkatan [fektifitas
Pengelolaan Penyelesaian
Perkam

a. Persentase lsi Putusan Yang

Dite ma Oleh pada Pihak Tepat

Waktu
90"/"

b. Persentase Perkara

Diselesaikan melalui Mediasi
yang

20%

Rcoiu Rcncana Sbategis 20152019 Pensadila Negei Sampit Xclos IB
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Persentase berkas perkara yang
diaiukan Banding, Kasasi, dan PK
secara lengkap dan
tepat lvaktu

90,'1,

d. Persentase putusan perkara yang
menarik perhatian masvarakat
yang dapat diakses secara online
dalam waktu I (satu) had setelah
putrls

90,'/"

3 Meningkatkan Akses
Pe.adilan bagi Masyaralat
Miskin dan Terpinggirkan

a. Persentase Perkara Prodeo yang
diseiesaikan

1007"

Perkam yang
di luar Gedung

b. Persentase

diselesai kan
Pengadilan

90",1,

c. Persentase Pencafi Keadilan
Golongan Tertentu yang Mendapat
Layanal Banfuan Hukunr
(Posbakum)

100%

4 Meningkatnya Kepatuhan
Terhadap Putusan
PenAadilan

Percentase Putusan Perkara Perdata
yang ditindaklanjuti (Dieksekusi) 10't

5. Terwujudnya Peletsenaan
Pengawasan Kinerja
Aparat Peradilan secara

Optimal baik Intemal
maupun Ekstemal

a. Persentase PeDgaduan
uti

yang
ditinda

temuan yang
uti

Pels€ntase pemanhatan database

untuk pemeriksaan baik oleh
Badan Pengawas maupun oleh

c

Badan Pemeriksa Keuan

d. Persentase SDM yang promosi
dan m tasi beadasarkan pedoman
parameter objektif

'100'2,

100'/,

45"/,.

45"/n

6 Terwuiudnya tranoparansi
pengelolaan SDM
lembaga peradilan
peradilan berdasarkan
parameter obiektif

Persentase jabatan yang sudalr
memenuhi standar kompetensi

sesuai .lengan parameter obiektif
65"/"

b Persentase

memiliki
keahlian

Hakim yang telah

sertifikasi spesialis 70.1,

c. Persentas€ pegawai yang telah
mendapatkan pengembangan

kompetensi
65"1,

d. Pementase SDM yanS promosi
dan mutasi berdasarkan pedoman
parameter objektif

8070

7 M eningkatnya
pengelolaan manaiedal
lembaga peradilan secara

akuntabel, efektif dan

a. Persentase terpenuhnya
kebufuhan standar sarana dan
prasarana yang mendukulg
peningkatan pelayanan prima

80%

PENCAD]L{N NECERI SAMI'II XELAS 18
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efisien b Persentase peningkatan
produktifitas kinqa SDM (SKP

dan Penilaian Prestasi

Kerja)

85'/.

c. Persentase tercapainya
kegiatan prioritas
mendukung pelayanan
peradilan

target
yang

prima
8s%

Retiu R hcana Sna/3gis 2015 2019 PenSodilan Neieri SatnPit xelas 18
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BAB III O
ARAH KEBIIAKAN DAN STRATEGI
3.1 AITAH KEBUAKAN DAN STRAT[(;I NASIONAT-

Pembangunan di Indonesia senantiasa ditujulan untuk mewujudkan cita-

cita dan tuiuan Negara Indonesia yang Merdek4 Bersah,r, Berdaulag Adil dan

Makmur. Salah satu cara mewujudkan cita-cita dan tuiuan bemegara

dilalukan dengan merencanakan Pembangunan Nasional secara ufuh,

Berkelanjutan dan Berkesinambungan.

Adapun rencana Pembangunan Nasional Indonesia telah digaiiskan

dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Paniang Nasional (RPIPN) 2005

- 2025. Yang masing-masing berfokus semata untut menata dan memartapkan

penataan Indonesia di segala Bidang. Saat ini, Indonesia akan memasuki Tahap

RRPIMN m yang dituiukan untuk memantapkan pembangunan secara

menyeluruh diberbagai bidang dengan meneka*an daya saing Konpetitil

perekonomian berlandaskan keunggulan Sumber Daya Manusia berkualitas

serta Kemampuan ilmu dan Teknologi terus meningkat.

. Sasaran Pembangunan Nasional diatas menekantan bahwa

pemban$man di berbagai bidang di tekafikan untul meningkatkan daya saing

Kompetitif perekonomian, Demikian pula halnya Pembargunan di bidang

Hulcum membuhrhl<an perencanaan Snategis agar dapat membedkan

Kontribussi terhadap peningkatan daya saing Indonesia.

Berdasarkan tahapan sasaran pembanguan jargka paniang Nasional dan

mmengah seperti yang terhrang dalam kerangka RPIMN m, maka bebempa

poin penting penbangunan hulum 2015 - 2019 adalah :

a) Menciptaken penegokqn hukum ydngbttkualitas dan berktadilan;

b) Meningkatkan kontribusi hukum untuk peninglatan daya saing efunomi bangsa;

c) Meningkatkan kestrloran hukum disegala bidnng.

Dari tiga poin penting diatas, ditetapkan 3 (tiga) sasaran pembangunan

hukum dalam 5 (lima) tahun ke depan, yalmi :

1. Penegafuu hukum qang berkualitas;

2. Efektiftas Pencegahan don Petnberantaran Kor psi;

j. Penghotmatan, Perlindungan dan Oemenuhan HAM.

Reoiu P.en6na Strateib 20tst2a'19 Pengatilan Negeti Smlpit Kelas lB
l3



PENCADILAN NECIRI SAM?IT KEI-AS IB
,l.H M AF].d Nu !6 Sampit74322Telp7F* (0s31)?1m8,21249

Emdl ,naoon \amD e"id ltrtEitu MlL ',n+rmu o.,d

Ketiga sasaran ini diharapkaa dapat berkontribusi dalam mev,'ujudkan

sasaran utama yalni, meningkatkan daya saing perekonomial Indonesia.

Menyesuaikan dengan fungsi dan kewenangan Mahkamah Agung dad 3 (tiga)

sasaran tersebut ada 9 (sembilan) arah kebijakan yang meniadi sasaran

strategis Mah-kamah Agung yakni sebagai berikut :

1. Pen€Bakan Hulum Berkualitas

Kondisi yang menunjukan bahwa mayoritas masyarakat kehilangan

kepercayaan terhadap sistem penegakan hukum. Kondisi ini di sebabkan

oleh praltik korupsi yang melibatkan seluruh pihak dalam sistem

penegalan hukum, yakni Polisi Jalsa dan Hakim. Sistem hukum dan

peradilan di nilai publik masih belum bersih dari praktil suap sehingga,

lembaga peradilan pun dipardang tidak cukup imparsial dalam

memutus perkara. Hasil iajak pendapat mengindikasi bahwa masih ada

harapan kesenjangan antara harapan publik dengan realitas penegakan

hukum. Hasil pengumpulan opiri publik oleh media dan lembaga survei

Nasional dalam 5 (tima) tahun terakhit menuniukan betapa kuatnya

ekspresi ketidakpuasan publil pada kinera Penegak Hukum.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pembangwran hukum

Nasional di arahkan untul mewujudkar penegakan hukum berkualitas

melalui arah kebijakan sebagai berikut :

a. Sistem Peradilar Pidana Terpadu

Akar masalah yang menyebabkan hukum pidana secara

umum, maupun hutum pidana korupsi secara khusus, tidak

berjalan maksimal adalah tidal adanya keterpaduan antara aparat

Penegat Hukum. Ketidalaaduaan itu sendiri tidak kompleks

meliputi aspek :

a) Subtansi yaLni, banyaknya peratura.n tentang sistem peradilan

pidana dalam peraturan perundang-undangan yang

menimbulkan in konsistensi pengaturan;

b) Kelembagaan yaloi, tidak adanya sid<ronisasi antar Instansi,

tumpang tindih, konllik Kewenangan, dan munculnya sifat

Instansi Sentris;

Reoiu Rencanasbategis 2015 2019 Penganih Negeti Sanpil Kelas IB
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c) Mekartsme, yang tidak terpusat sehingga mmgakibatkan

terpencarnya data kriminal dan bolak-balik berkas perkara

yang sangat merugikan tersantka. Mekanisme, yang tidak

terpusat sehingga mengakibatkan terpencamya data kriminal

dan bolak-balik berkas perkara yang sangat memgikan

tersangka.

Berdasarkan permasalahan tersebut, lndonesia membutuhkan

kebiiakan dalam rantka mcntatasi ketidakterpaduan dalam proscs

peradilan pidana melalui sbategi penyempumaan substansi

peratu-ran, perbaikan mekanisme koordinasi dalam penanganan

perkar4 dukungar sarana prasarana, optimalisasi biaya operasional

penegkan hukum, serta optimalGasi pengawasan intemal dan

ekstemal.

b. Sistem Peradilan Pidara Anak Berlardaskan Keadilan Restoratif

Sistem peradilan pidana anak merupakan wuiud perpaduan

sistem penegakan hukum dan peneSakan fiAM, Khususnya hak

anal yang dilandasi oleh Undarg-undang Nomor 11 Tahun 2012

Tentant sistem Peradilan Pidana Anal. Konsep ini merupakan

kebiiakan penegakan hu.kum berlandaskan restorative iustice secara

formal di Indonesia untuk pertama kali. Sehingga, Kebiiakan ini

harus dilaksanakan den8an optimal disamping untuk melindungi

hak anal, iuga sebagai contoh keberhasi.lan penggunaan restorutiae

justice dalam sitem hukum formal Indonesia sehingga dapat

direplikasikan untuk tindak pidana lainnya. Sehingga, lndonesia

perlu melaksanakan st.ategi-strategi dalam persiapan pelaksanaan

sistem Peradilan Pidana Anak melalui sbategi peningkatan

koordinasi antara kementrianflembaga; pmingkatan kemampuan

aparat penegak hulum dan stakeholCefi; perNlsuil peraturan

pelalsanaan; penyediaan sarana dan prasarana; serta

pengernbangan restoratiue i$tice.

Rt oiu R.ncana S'ategis 20752019 Pensatila/' Negdi Sonpit Xclas IB
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c Reforrrasi Sitem Hukum Perdata yarg Mudah dan Cepat

Visi pembangunan nasional 2015 - 2019 yang ditekanlan rmhrk

meningkatkan daya saing perekonomianm nasional. Dalam rangka

mewujudkan daya saing tersebuL pembangunan hukum nasional

perlu diarahkan untut mendukwrg terwurudnya pertumbuhan

ekonomi yang berkelarjutan, mengatur permasalahan yang

berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan industri, seta

menciptakan kepastian investasi terutama penegakan dan

perlindungan hukum. Sehirgga pembangunan hukum, khususnya

hukum perdata dibidang ekonomi diharapkan dapat menampung

dinamita kegiatan ekonomi, efisiensi kegiatar\ dan daya

prediktabilitas. Berdasarkan kondisi tersebut, maka krdonesia perlu

melaksanakan revisi peraturar perundang-undangan di bidang

hulum perdata khususnya terkait utilasi lembaga mediasi.

d. Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparat Penegakan Hukum

Masih tingginya praktik korupsi yang meiibatkan aparat

penegakan hulum, menjadilan sebagian besar masyaratat

kehilangan kepercayaan terhadap sistem peradilan. Sistem dinilai

publik belum bersih dari pratik suap sehingga. lembaga peradilan

pur dipardang tidak cukup imparsial dalam memutus perkara.

Hasil Pengumpulan opini publik oleh media dan lembaga survei

nasional dan intemasional dalam lima tahun terakhir,

mmunjukanlan betapa kuahya ketidakpuasan publik pada kinerja

aparat penegak hukum. Bahl<an, iata-rata tita institusi penegak

hu-kum (Kepolisian, Keiaksaan, dan Kehakiman) memiliki citra

burul dimata publik. Sehingga Indonesia perlu mengatasi

permasalahan ini melalui peningkatan keseiahteraan aparat penegat

hu*um, promosi dan mutasi, rekrutmen, darl pendidikan atau

pelatihan aparat penegak hukum.

Rtoiu R. .aM Shiategis 20t5:2A19 PengadiLon Negeti Sampit Xchs IB
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2. Percetahar dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

KoruPsi merupakan permasa.lahan utama yang mempengaruhi daya

saing kdonesi4 khususnya dalam penyenggaraan bisnis. Padahal,

berbagai upaya pencegahan dan pembarastasan korupsi di Indonesia

telah dilakul<an oleh Pemerintah namun belum terjadi pebaikan

signiGkan dari tahun ke tahun. Kondisi ini pula yang meniadikan

sebagian besar masyarakat menitai bahwa, korupsi merupakan

permasalahan uatama yang harus di atasi oleh aparat penegak hukum di

Indonesia.

Berdasarkan pemaslahan tersebut, maka pembangunan hukum

nasional diarahlan untuk mewujudkan pencegahan dan pemberastasan

tindak pidana korupsi yang efektil melalui arah kebijakan sebagai

berikut:

Efektioitas Implementasi Kebijakan Anti-Korupsi Indonesia telah

mengimplementasikan berbagi ketentuan United Notion Cwentiofl Agoinst

Corruption (UNCAC) terkait dentan ke{a sama penyelamatan asset

melalui mutual le8al assistance maupun perlindungan pelaku tindak

pidana yang bekerjasama dengan lembaga penegak hukum (jasfice

collabotuto/)-

D samping ihr melalui stamas I'mcegahan dan Pemberantasan

Korupsi (PPK), Indonesia telah menerapkan rencana a.ksi pemberantasan

korupsi hingga rencana a-ksi di Kementerian/Lemabaga maupun

Pemerintah Daerah secara komprchensif. Namun, masih terdapat

berbagai permasalahan yang mengahambat optimalnya pelaksanaan

mutual legal assisfance, perlindun9an justice collaborator, ,]r.aupun

pelaksanaan Stamas PPK.

Pemasalahan ini akan diatasi melalui srategi optimalisasi kerjasama

lauar negeri dalam pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi;

optimalisasi perlindtrn xgan justice colloborotor serta penguatan

koordinasi dan monitoring evatuasi Stranas PPK.

Rx,i! tuncana Shategis 2A15 2019 pe 
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3- Penghomntan, Pedindun6an, dan Pemenuhan HAM

PerErasalahan bidang hukum tidak hanya mencakup kompsi dan

sekelumit komponen hukum yang termuat dalam indiltaor survei.

Tujuan esensial dari sitem hukum, baik dalam kerangka rule of low

\ta,upru'Ir rechtstsat, adalah penegakan dan perlindungan HAM. BaI (ar,

terdapat relevansi antar konsep HAM dengan daya saing dalam konteks

keberlaniutan sosial.

Dengan demikian, terdapat korelasi yang signifikan antara sistcm

hukum. Tindal pidana, dan HAM. Meski Indonesia telah memitiki

capaian yan8 baik dalarn upaya penghormtaaan, perlindungan dan

pemenuhan IIAM, namun masih sangat banyak permasalahan mulai dari

kurangnya komitmen pemerintah hingga pelalsanaan kebijalan yang

masih terkandala oleh kurangnya pemahaman maupun hal teknis

lainnya.

Berdasarkan permasalahar tersebut, maka pembangunan hukum

nasional diarahkan untuk mewujudkan penghormatarl perlindungan,

dan pemenuhan rIAM melalui arah kebiiakan sebagai berikut :

a. Pmegakan HAM

Julr ah pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia masih

cukup timgi dan belum menuajukan adanya penurunan siFifikan

dari tahun ke tahur. Pengaduan pelanggran Hak Asasi Manusia

yang banyak diajukar khususnya terkait dengan hak memperoleh

keadilan dan hak atas kesejahteraan.

Dengan adanya mekanisme penanganan pengaduan Hak Asasi

Manusia melalui mediasi, namun masih sedilit pengaduan Hak

Asasi Manusia yang diselesaikan diatasi melalui startegi

pelaksanaan, p€mantuan, evaluasi, dan pelaporan Hak Asasi

Manusia dan optimalisasi penanganan pengaduan pelanttaran Hak

Asasi Manusia.

Reriu Re,,rana Sbategis 2015 2019 Peng,dilan Negei Sampit kllJ IB

l8



?ENCADILAN NECERIsAMPIT (E LAS IB
,l.H M AEy.d No.36 Sanpit?4322Telp /ia\ {0531t21@A,^24s

tmarl r,io?!!:{npr4!!d WcLi'te ( Rr.on-\nprl.gd rd

b Optimalisasi Bantuan Hukum

Komitmen Pemeintah dalam memberikan banh]an hukum

cuma-cuna bagi masyarakat miskin melalui Undang-undang

Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kebijakan ini

merupatan wujud jaminan perlindungan negara terhadap

masyaralat miskin banyak menimbulkan permasatahan yang

mengakibatkan kebiiakan ini tidak berjalan optimal.

Berdasarkan kondisi terscbut, permasalahan ini akan diatasi

melalui strategi Sosialisasi mekanisme penyaluran darla bantuan

hukum, penguatan irutitusi penyelenggara bantuan hukum,

penguatan pemberi bantuan hukum, dan pelibatan pemedntah

daerah dalam pelalsanaan bantuan hukum.

Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuar

Komitmen Pemerintah mengenai perlindungan hukum

terhadap pelempuan baik dalam konstitusi maupun berbagai

konvensi Internasionat yang di ratifikasi. NamurL kondisi faktual

justru menunjukaa bahwa kekerasan terhadap perempuan semakin

meningkat dari tahun ke tahun.

Kondisi irri utamanya disebabkan oleh belum optimalnya

peran dan fungsi aparat penegak hul<um dalam pena.nganan

kekerasan terhadap perempuan. Sehingg4 permasalahan ini akan

diatasi melalui strateti penguatan mekanisme koordinasi aparat

penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap

perempuan, seda penguatan mekanisme tinda& lanjut penangan

kasus kekerasan terhadap perempuan.

d. Pendidikan HAM

Sebagian besar aparat penegak hulum dan penyelenggara

negara masih belum memiliki pemahaman Hak Asasi Manusia yang

memadai sehingga hal ini berdampal pada masih banyaknya kasus

pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh negaru (Stote Actor).

c

Rptiu Rt cand Shotegis 20152019 Pensodilan Negdi Solnpil K?las IB
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Cuna meningkatkan pemahaman mengenai Hak Asasi

Manusi4 maka diperlukan pendidikan l{ak Asasi Manusia bagi

aparat hulum dan penyelenggara negara. Sehingga, permasalahan

ini alan diatasi melalui sterategi pendidikan Hak Asasi Manusia

aparat penegal< hulum serta Sinkronisasi dar Sinergi fungsi

penelitian, pengkajian, dan kerja sama Hak Asasi Manusia

pemerintah, perguruan Tinggi, masyarakat sipil dan swasta.

Berbagai sasaran dan arah kebijakan yang dicanangkan dalam

kerangka pikir rmcana pembangunan hulum 2015 - 2019

diharapkan dapat membantu perwrrjudnya sasaran utama yakni,

meningkatkan daya saing perekonomian. Dalam perspektif hukum,

konstribusi yang diberikan tidak mampu meningkatkan daya saing

ekonomi secara langsung maupun kuantitatif. Namun, konstribusi

hukum dalan mewujudkan penegakan hutum berkualitas,

pencegahan dan pemberantasan korupsi yarlg efektif, serta

penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia

diharapkan dapat memberikan konstribusi kualitati-f terhadap

peningkatan daya saing perekonomian lndonesia. Dimana

konstribusi hukum meskipun bersilat tidak lants,un& namun sangat

menenh*an kokohnya pilar inslitusi yang dapat mempercepat

proses ekonomi pembangunan.

3,2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI N{AHKAI\,IAH ACUNC

Sezuai dengan arah pembangunan bidang hu-kum yang tertuang dalam

RPIMN tahun 2015 - 2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi

Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Matrkamah

Agung menetapkan 7 (hrjuh) sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;

2. Penin8katanefektivitaspengelolaanpenyelesaianperkara;

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyaralat terPinggirkani

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilary

P(?riu Rtncatu Shategis 2015-2019 Pc,l8anibn Negeti Snnpit Xel46 IB
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) Menirykatnya hasil pmelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah

Agrug yang berkualitas;

Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kineia aparat peradilan secara

optimal,

Meningkahlya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Masing-masing sasaran strate8is di atas memiliki arahan kebijakan sebagai

berikut:

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akurtabel

Untuk mewuiudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan

dan akuntabel" ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut I

l) Penyempumaan penerapan sistem kamar;

2) Pembatasan perkara Kasasi;

3) Proses berperkara yang sederhana dan murah;

4) Penguatan alses peradilan.

Dengan uraian per arah kebiiakan sebagai berikut :

a. PenvemDurnaan Penerapan Sistem Kamar

Pmerapan sistem kamar dengan dasar Surat Keputusan Ketua

Mahkamah Agung Nomor 142lKNlAl5KMl2071 yang diperbaruin

den8an Surat Keputusan Ketua Mahlamah Agt*g Nomor

O"|7/I<NIA/SK/II/2012 yang dilaksanakan dengan membagi 5 (lima) kamar

penanganan perkara

a.1 Kamar Pidana (Pidana Umum dan Pidana Khusus);

a.2 Kamar Pe.data (Pe.data Umum dan Perdata Khusus);

a.3 Kamar TUN;

a.4 Kamar ABama;

a.5 Kamar Militer;

Dengan tu,uan (1) menia8a konsistensi putusan (2) menin8katkar

profesionalisme Hakim Agung dan (3) mempercepat proses penan6anan

perkara di Mahkamah Agug.

6.

Reoh/ Ren ona Sqategis 2015-2AU Pengadilan Negeti Saryit Xrlas IB
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Setelah lebih dari 2 (dua) tahun pelalsanaan belum sepenuhnya aturan

sistem kamar telah dilakukan, karena selain belum dilakukarurya

tatalaksana administrasi/telqds baru yang mengarahkan pada pencapaian

hriuan implementasi sistern kamar, juga belum sepenulrnya dipahami

hriuan dari sistem kamar, sehingga penyempumaan penerapan sistem

kamar ini dipandang sangat perlu dilakukan dengan rencara strategi :

1) Penataan ulang struktur organisasi sesuai dengan alur kerja

penanganan manajemen pcrkara;

2) Penguatan database perkara dan publikasi perkara;

3) Menempatkan personil sesuai dmgan kebutuhar masing-masing

kamar dan penyempumaan atuan sistem kamar;

b. Pembatasan Perkara Kasasi

Tingginya iumlah perkara masul ke Malrkamah Agung 80%

perkara masut di tingkat barding melalukan upaya hukum ke

Mahlamah Agrrng dan 90'% berasal dari Peradilan Umum sehingga sulit

bagi Mahlamah Agung untuk melakukan pemetaan permasalahan

hukum dan mengawasi konsistensi putusan.

Hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan para pmcari keadilan

terhadap hasil putusan bai,k di thgkat p€rtama maupun tingkat banding

sehingga memicu para pihak rnelakukan uapaya hukum kasasi dan

penetapan ma)elis yang bersilat acak belum scsuai dengan keahlian

mengakibatkan penanganan perkara belum sesuai dengan keahlian4atar

belakang.

Diharapkan ke depan pada pengadilan tingkat banding bisa

diterapkan sistem kamar secara bertahap dan tingkat pertama ditingkat

spesialisasi hakim dengan sertilikasi diklat dan akan diperbarui secara

berkala.

Proses bemerkara vane sederhana dan murah

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat

keberhasilan mediasi yang mengguna.kan metode uifi-win solution d?;n

Rcl,iu Fcncana SEoEgis 2A15-2019 PenSadilan Ncgeti Satnpit X.l6 IB
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memakan waktu tidak lebih dari 2 (dua) bulan tidak lebih 20% seh.ingga

belum efektil sehingga belum secara efektif menintkatkan produktifitas

penyelesaian perkara, hal ini discbabkan mekanisme prosedur mediasi

belum mencapai efektil sasalan karena mediasi belum dilaksanakan

secara matsimal di pentadilan.

Belum semua hakim memperoleh pelatihan tentang mediasi

sehingga pemahaman mercka tentang mediasi belum seragam, iumlah

hakim terbatas, sehingga mereka lcbih fokus pada penyelesaian pcrkara

secara lifrgasi. Diharapkan ke depan bisa dilal<ukan penaiaman metode

rekruitmen calon peserta pelatihan mediasi, meningkatkan sosialisasi

maniaat mediasi dan penguatan kerjasama denga.n lembaga mediasi di

luar pengadilan.

Lamanya proses berpelkara yar8 meninSkatkan tumpukan perkara,

tidat mungkin selesai dengan mediasi saia, terutama perkara perdata

denagn nilai gugatan kecil untul( mendukung kepastian dunia usaha

diperlukan terobosan hukum acara untul menyederhanakan dan

melingkan biayany a (srnall cloim coun).

Diharapkan ke depan hal ini bGa diupayakan dengan

perubahary'revisi RUU tlul-um acara ataupun peraturan dari Makamah

Agung Repullik lndonesia.

Sasaran Shategis 2 :

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara

Jargka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai

dengan Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

138,('MA/SK,X.|2009 tentang ,angka waktu Penanganan Perkara pada

Mahkamah Agung menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh

Mahkamah Agung harus d.iselesaikan dalarn iangka r,\,aktu 1 (satu) tahun

setelah peikara dtegister, sement.ua penyelesaian perkara pada Tingkat

Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Ma}lamah

Agulg Republik Ldonesia Nomor 3 tahun 1998 tentan8 Penyelesaian Perkara

yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umun, Perdata agama dan

Rlltiu Rcncana Shatcgis2AI5 2019 Pen}anilanNege Sanpit X.llts IB
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perkara Tata Usaha Negar4 kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya

terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketenhran Ketua Pengadilan

Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya

kepada Ketua Pengadilan Tingkat Bandhg.

Dengan adanya semangat pimpinan Mahkamah Agung Republik

Indonesia dalam mereformasi kinerja Mahlamah Agung dan ,ajarannya serta

terlaksanya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan

lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran

Peradilan dibawahny4 Ketua Mahlamah Agung Republik Indonesia

mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahi<anah Agung Republik hdonesia

Nomor 119KMA/SK ,/II2013 tentang Penetapan I lad Musyawarah dan

Ucapan Pada Mal&amah Agung pada butir ke tiSa menyatakan bahwa hari

musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejal

berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang

iangka waktu penargannya ditentulan lebih cepat oleh undang-undang

(misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau Perkara Pidana yang

terdakwanya berada dalam tahanan).

Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding

dikeluarkan Surat Edaran Kehra Mahkamah Agung Republil Indonesia

Nomor 2 tahun 2014 tentang l'enyelesaian Perkala di Pengadilan Tintkat

Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan

menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Thgkat Pe ama

paling lambat dalam wath.r 5 (lima) bu.lan sedang penyelesaian petkan pada

Pengadilan Tingkat Banding paling }ambat dalam waktu 3 (tiga) bulan,

ketentuan wakhr termasuk penyelesaian mirutasi. Dalam ran8ka terwurudnya

pelcepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan

dibawalurya senantiasa melaku.kan evaluasi secara rutin melalui laporan

perkara.

Disamping ha.[ te$ebut diatas Mahkamah ABmt membuat terobosan

untuk penyelesaian perkara perdata yang mesrenuhi spesilikasi tertentu a8ar

dapat diselesaikan melatui small clai court sehinBga tidak harus terikat

Rrni! Rcn.jna Snabgb 201s20,9 P.nSetilsn Negeti Sa/nqir Kelee lB
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dengan hukum formil yang ad4 Mahtamah Agung menyusun regulasi

sebagai pay'ung hukum terlaksaranya smnll chim court.

Sasaran Shategis 3 :

Meningkatkan a&ses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Untuk mewuiudkar sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi

masyarakat miskin dan teryinggirkan dicapai dengan 3 (tiga) arah kebijakan

scbagai berikut : (1) Pembebasan biaya perkara unhtk masyarakat miskin, (2)

Sidang kelilingiziff ing plaats dan (3) Pos Pelayanan Bantuan Hukurn. Sesuai

dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014

dilakulan dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu :

a. Pembebasan a

b

Pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin, dari sisi

realisasi meningkat setiap tahumya namun memiliki kendala

keterbatasan anggaran untuk memenuhi target bila dibandin8kan den8an

potensi penduduk miskin berperkara, kesulitan pelaporan keuangan juga

sikap masyaratat yang maldtidak yakin terhadap layanan tersebut. Hal

ini diharapkar ke depan dapat dilakukar publikasi manfaat pembebasan

perkara bagi masyarakat miskh, penajaman esti!1asi baseline bedasarkan

data (1 s/d 5 tahun ke depan) dan pentuatan alokasi anggaran,

meningkatkan ke4a sama dengan Kementerian Hukum dan HAM

tentang mekanisme penggunaan jasa OBH dan meningkatkan ke{a sama

dengan Kementerian Keuangan dan BPK agar mendapat perlakuan

tersendiri atas petan8gungiawaban keuangannya.

Sid ang keb\r.gl Zi t t i n g pl a ats

Staal1g Keltljll.g/Zifting Plaots yan8 dalam pelaksanaannya selain

melayani penyelesaian perkara sederhana masyarakat miskin dan

terpinggirkan juga telah dilakukan inovasi unhrk membantu masyarakat

yang belurn mempunyai hak identitas hukun (akta lahit akta nikah dan

akta cerai), belum bisa menjangkau dan memenuhi kebutuhan

masyarakat miskin dan terpinggirkan karena keterbatasan antgararL

diharapkan kedepan dilakukan penajaman estimasi baseline berdasarkan

Rmiu F.ncms SnatuSis ?0t5 2aL9 Pengadilan Negeti SamPit Krlas lB
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c.

data dan penguatan a.tokasi anggaran serta mempelkuat kerja sama

dengan Kementerian Agalla dan Kementerian Dalam Negeri dengan

men),usun peratujan bersama.

Pos Delavanan banh.ran hukum

Pelaksanaan Pos Layanan Bantuan Hukum ini disediakan unhrk

membantu masyarakat miskin dan tidak ada kemampuan membayar

advokat dalam hal mernbuat surat gugat, advis dan pendamphgan hak-

hak pencari keadilan diluar persidangan (non litigasi). Hat ini dilalukan

agat tidak teiadi duplikasi dengan dengan kementerian Hukum dan

HAM yang menyelenggarakan bantuan hu-kum bagi masyarakat miskin

berupa pendampingan secara materiil didalam persidangan.

P!]."iu Ralcana Snalcgis 2a15 2019 Pe Sadilan Negeri sa,npit Kelas lB
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Sasarar Strategis 4 :

Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan

Dengan arah kebijakan sebagai bedkut :

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahlamah Agung sesuai

dengan Surat Kepuh$an Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

138/KMA,/SMry2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada

Mahkamah Agunt menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh

Mahlamah Agr.mg harus diselesailan dafarn iangla waktu 1 (satu) tahun

setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat

Pertama dan Tingkat banding diahrr melalui Surat Edarar Ketua Mahkamah

Agurg Republit Lrdonesia Nomor 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara

yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan

perkara tata usaha Negar4 kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya

terpalsa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Kehra Pengadilan

Tingkat Pertama yanS bersantkutan waiib melaporkan alasan-alasannya

kepada Keh-ra Pengadilan Tingkat Banding.

Dengan adanya semanBat dad pimpinan Mai.kamah Agung da.lam

mereformasi kine4a Mahkamah Agung dan jaralallltya serta terlaksananya

kepastian hukum se a melespon keluhan masyarakat akan lamanya

penyelesaian perkara dilingkungan Mah&amah Agung dan jajaran Peradilan
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dibawahnya, Ketua Mahlamah Agung mengeluarkan Surat Kepuh.rsan Ketua

Mahtamah Agun8 Republik Indonesia Nomo! 119/KMA/SK,/V[2013 tentang

Pmetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung Republik

krdcnesia pada butir ke 3 (tiga) menyatakan bahwa had musyawatah dan

ucapar harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara

diterima oleh Ketua Maielis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu

penangannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-

pcrkara Perdata Khusus atau perkara Pidana yang tcrdatwanya berada dalam

tahanan).

Penyelesaian perkara untuk Tintkat Pertama dan Tingkat Banding

dikeluarkan Swat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 2 tahun 2014 tentan8 Penyelesaiar perkara di Pengadilan Tingkat

Pertama dan Thgkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan

menyatalan bahwa penyelesaian perkara pada Pelrgadilan Tingkat Pertama

paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada

Pmgadilan Thgkat Banding paling lambat dalam waltu 3 (tiga) bulan,

ketentuan waktu termasul penyelesaian minutasi.

Dalam rangka terwuiudnya percepatan penyelesaian perkara Mahlamah

Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin

melalui laporan perkara. Dsamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung

membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi

spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui small claim cortf sehingga

tidak harus terikat dengan hukum lormil yang ada. Mahkamah Agung

menyusun reg.rlasi sebagai payung hukum terlaksananya s,rall claim court.

Sa6aran Strategie 5 i

Meningkatnya pelaksaraan penelitian pendidikar dan pelatihan Sumber

Daya Aparatur di lingkungan Malkamah Agu-ttg

Untul mewujudkan sasaraJr skatetls pengembangan Sistem Informasi

yang Terintregritas dan Menuniarg Sistem Peradilan yang Sederhana,

Transparan, dan Akuntabel ditetapkan arah kebijakan sebagai berilut :

1. Transparansi Kinerja Secara Efektif dan Efesiery

R&iu Rerfana Shotegis 2015-20'19 pengatilan Nege7i Sa pit Keks IB
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2. Penguatan Regulasi Penerapan Sistem Informasi Terintregdtas;

3. Pengembangan Kompetensi SDM berbasis Teknologi Inlormasi.

Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut :

a. Transoaransi Kineria Secara Efektif dan Efesien

Mahka$ah Agung melalui berbagai kebijakarmya telah berupaya

untuk Mengaplikasikan Teknologi dalam pengelolaan Informasi yang

diperlukan L:rtemal Organisasi maupun para pencad Keadilan dan

Pcngguna |asa Layanan Peradilan. Namun demikiarL dengan adanya

perkembangan kebutuhar! hingga kini masih banyak timbul ketuhan dari

para Pencari Keadilan.

Di sisi latr krtemal Organisasi Mahkamah Agung dan Badan-Badan

Peradilan dibawahnya iuga merasakar perlunya satu kebijakan Sistem

Pengelolaan Tetcrologi Informasi yang KomprehensiJ dan Terintregitas,

u.ntul memudahl<an dan mempercepat proses pelalsanaan h,gas dan

fungsi di setiap urlit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan teradinya

peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, yaitu

dengan mengembangkan Mekanisme pertularan Informasi antar unit

atau antar Institrrsi atau yang dalam dunia Teknologi InJormasi disebut

"lnterolembility" yaitu kemampuan organisasi pemerintah untuk

mela-kukan tukar-menukar InJormasi dan Mengintegrasikan proses

kerjanya dengan menggunakan standar tertentu yang diaptilasikan

secara bersama yant ditunjang dengan telnologi informasi yang

memadai-

Memiliki Manaiemen Inlormasi yant menjamin Akuntabilitas,

Kredibilitas, dan Transpararui serta meniadi Organisasi Modem berbasis

Tekrologi Informasi terpadu adalah salah sahr penuniang penting yang

akan mendorong telwuiudnya Badan Peradilan lndonesia yang Agung.

PengeErbangar Teknologi In{ormasi di Mahkamah Agung adalah

merupakan sara.na pendulung untuk mencapai hal-hal berikut ini :

1) Peningkatan kualitas Putusar! yaitu dengan penyediaan akses

terhadap semua inlormasi yang relevan dari dalam dan luar

Pengadilan, termasuk Putusan, Jumal Hukum, dan lainnya;

Peoiu Rcneana Sna/fgis 2015-20]9 Pcngan ei N€di SanPit KEI,ElB
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2) Peningkatan sistem Administrasi Pengadilan, meliputi akses atas

aktivitas Pmgadilan dari luar gedun& misalnya registrasi,

permintaan informasi, dan kesaksian;

3) Pembentukan efisiensi proses kerja di Lembaga Peradilan, yaitu

dengan mengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan

proses berbasis komputer;

4) Pembentukan organisasi berbasis kinerja yaitu dengan

mcnggunakan teknoloti scbagai alat untuk melakukan peirnantauan

dan kontrol atas kineia;

5) Pmgembantan metode pembelajalan dari Bimbintar Tehds

t erJujv elearning atau pembelararan jarak jauh secara bertahap.

Guna efisiensi dan efektivitas kiaeria sama satuan organisasi

dibawah Mahkamah Agung akan diberikan akses pada suatu sistem

tunBgal yant dikelola secara terpusat di Mahkamah Agung, melalui

suatu jarintan komputer teryadu yang telsebar di seluruh Indonesia.

Penyedi,aan sistem informasi secara terpusat ini akan menjamin

pelaksanaan proses keda yang konsisten di seluruh lini organisasi

Mahkamah Agung, memudahkan dalam rotasi dan mutasi pegawai, serta

memudahkan teloris penyediaan, pemeliharaan maupun pengelolaannya.

Penquatan Resulasi Peneraoan Sislem InJormasi Terintesritas

Perkembangan Teknologi dan Informasi yang berkembant be$tu

pesat, sehingga sangat banyak membantu dalam proses penyelesaian

pekerlaan di segala bidang termasut mempemudah dan mempercepat

proses pelaksanaan tugas dan hmgsi di setiap unit keda baik intemal

organisasi Mahlamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalam

Sistem Pengelolaan Telcrologi Info.masi yang Komprehensif dan

Terintretritas, namrir dalam pemanfaatannya perlu ada ahran-aturan

agar dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan.

Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, itu perlu didutung regulasi

yang dapat mengendalikan perilaku dengan aturan dan batasan.

Peraturan dan Regulasi dalam bidang Telrrologi Inlormasi di Mahkamah

Reoiu R cana Stolegit 2015-2019 Pengddilan Negeti Safipit y'?Las IB
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c

Agung dan Badan di bawalmya yang sudah dibangun dan masih

dibuhrlkan seperti :

(a) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 t€ntang Keterbukaan

In-formasi Publik. Undang-undang ini terbit dilatarbelalangi adanya

tuntutan tata kelola Kepemerintahan yang bail (Good Gorernance)

yang mensyarakatkan adanya Akuntabilitas, Transparansi, dan

Partisipasi masyarakat dalam setiap proses teiadinya kebiiakan

publik.

(b) Surat Keputusan Ketua Mahlamah Agung Republik lndonesia

Nomor 1-!|4lKIvIAll/MAlll20ll tentanS Pedoman Pelayaran

lnlormasi di Pengadilan.

Mewujudkan pelaksanaan tutas dan pelayanan informasi yang

elektil dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan-

peraturarL perundang-undangan diperlukan pedoman pelayarun

lnlormasi yang sezuai dengan hrgas, fungsi dan Organisasi Pengadilan.

Maka ditetapkan pedoman pelayanafl inlormasi yang sesuai dan

tegas melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 1-1,14IKMA l7lMAlU20l1, tentang Pedoman Pelayanan

Jn-formasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua

Mahtanah Agung Republik Indonesia Nomor 744/KMA/YU/2N7

tentang Keterbulaan Informasi di Pengadilan (Sistem Informasi

Penelusuran Perkara SIPP) atau Cnse lracking System (CTS).

Hingga saat ini sudah diluncurkarurya CTS Versi 01 dan CTS Versi

02 dan kini sedang dikembangkan CTS Versi 03 dilingkungan Peradilan

Umum, Peradilan Militer dan TUN dan Redesign SIADPA dilingkungan

Peradilan A8ama.

Pmgembangan Kompetensi Sumber Da],a Manusia berbasis Teknologi

Informasi

Dalam Visi dan Misi Badan Peradilan disebutkafl bahwa salah satu

kriteria Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah bila Badan

Peradilan telah mampu mengelola dar membina Sumber Daya Manusia

yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehhgga tercipta Hakim dan

Rtoiu R/r//ana SbatLgis 2015-20t9 Pe^|dihn Negeti Sanpit Kelo: lB
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Aparatur Peradilan yang berintegritas dan Profesional. Dengan demikian,

diperlulan perencanaan dan langkah tangkah yang bersifat strategis,

menyeluruh, terstruttur, terencana dan terintegrasi dalam satu sistem

manajemen Sumber daya Manusia.

Sistem Manaiemen sDM yang dimaksud adalah Sistem Maraiemen

Sumber Daya Manusia berbasis kompetensi yang biasa disebut sebagai

Competencv Bqsed HR Managenent (CBHKM), Sistem ini juga akan

memudahkan operasionalisasi dari desain organisasi berbasis kinerj4

sekaligus menjawab tuntutan Reformasi Birokrasi.

Kompetensi menjadi elemen kunci dalam manajemm Sumber Daya

Manusia berbasis kompetensi, sehingga harw dipahami secara jelas.

Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi antara ketera-mpilan

(s,tiil), pengetahuan (knrutledge) dan atribut personal (petsonal aftributes\,

yang dapat dilihat dan diukur dari perilaku kerja yang ditampilka.n.

Secara umum, kompetensi dibagi men adi du4 yaitu sol cornpetency

dan hatd cornpetency- Kompetensi menjadi elemen krlnci dalam

manaiemen Sumber Daya Manusia bert asis kompetensi. sehingga harus

dipahami secara ielas. Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi

antara keterampilan (s/dD, pengetahuan (knowledge) dan atribut peEonal

(Wrconal ottfibutes), yant dapat dilihat dan diukur dari pe laku ke{a

yang ditampilkan.

Secara umum, kompetensi dibagi meniadi dua, yaif,) solt coflWtercy

darr hard competency, Soft conpetency adalah kompetensi yang berkaitan

erat dengan kemampuan untuk mengelola proses peke{aan, hubungan

antal ma.nusia serta membangun interalsi dengan orang lair, contohnya,

leadership, comfiu icotion dar. interposonol, relatiot. s€dal].1"ka]]. hard

cotnpetency adalah kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan

fungsional atau tekis suatu peke4aan.

Kompetensi ini berkaitan dengan seluk beluk tekris perkeiaan yang

ditekuni. Contoh hard compete c! di tingkungan peradilan adalah

memutus perkar4 membuat salinan putusar! membuat laPoran

keuangan, dan lain sebagainya. Kegiatan terpenting dalam CBHRM
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adalah menyusun profil kompetensi jabatary'posisi. Dalam proses

pen)'r.rsunan profil kompetensi akan dibuat daftar kompetensi baik sotr

coflrpetency maupurt hatd cofipetencyi yang dibutuhkan dan dilengkapi

dengan definisi kompetensi yang rinci, serta indikator perilaku.

Profil kompetensi ini akan meniadi persyaratan minimal untul<

jabatadposisi tertentu serta akan menjadi basis dalam pengembangan

desain dan sistem pada seluruh pitar Sumber Daya Manusi4 sehhgga

selanjuhtya akan dapat dikembangkan :

1. Rekturmen dan seleksi berbasis kompetensii

2. Pelatihan darl pentembangan berbasis kompetensi. Pengembangan

yang dimalcsud disini termasuk rotasi, mutasi dan promosi;

3. Penilaiarkine4abelbasiskompetensi;

4. Remunerasiberbasrskompetensi;

5. Pola karir berbasis kompetensi.

Dengan adanya sistem pengelolaan Sumber Daya Manusia berbasis

kompetensi, maka seluruh proses penilaiar hakim dan aparatur peradilan

(biasa dikenal sebagai asesmen kompetensi 27 individu), akan

menggunakan kompetensi sebagai kriteria/parameter penilaian. Proses

penilaian yang dimaksud ditelapkan baik dalam rekrutmen dan seleksi,

penentuan rotasi-mutasi-promosi, penentua! kebutuian pelatiharl

maupun penilaian kinera yanS berujung pada pembedan remrurcrasi

(atau tuniangan kinerja sebagaimana yang dimaksud dalam RB).

Sehubungan dengan pengembaagan karir, Mahkamah Agung alalr

membang,rn model kompetensi (teknis dan non-teknis) dart profil

kompetensi untuk seluruh jabatan di Mahkamah Agung dan badan-

badan peradilan di bawahnya untuk digunakan sebagai dasar promosi

dan pengembangan karir. Dalam hal ini termasuk membangung kdteria

promosi mutasi dan pengembangan kadr yang lebih spesilik sesuai

dengan persyaratan jabatan.

Bila kompetensi digunakan sebagai dasar pengembangan kadr,

maka alan di.takukan pemisahan yang tegas antara ieniang karir hakim

Reri Rcncana Shatesis 2A15)0t9 Pa sodila Negerisanqtt xela$ IE
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(kompetensinya disezuaikan dengan jenis kamar), panitera dan pegawai

administratil.

Terkait dengan pengelolaan organisasi dan manajemen yan6

terdes€nhalisasi. Sumber Daya Manusia berbasis kompetensi

memudahkan implementasi ini, karena pendekatari ini sangat

memunSkinkan adanya standarisasi kriteri4 pembaL:uan sistem dan

pengembangan pengetahuan serta keterampilan penanggung iawab

pengelola Sumber Daya Manusia di daerah. Proses pengelolaan seperti

ini, dipandang lebih efektif dan efisien.

Mengingat kompleksitas perubahan yang harus dilalsanakan,

berikut adalah dukungan yang diperlukan untuk berhasilnya

implementasi sistem pengelolaan Sumber Daya Manusia berbasis

kompetensi yaitu :

1. Tersedianya peraturan perundang-undaagan yang mendukung

kemandirian pengelolaan Sumber Daya Manusia Badan Peradilan;

2. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pejabat

struktural Badan Peradila$

3. Adanya penguatan unit ke4a pengelola kepegawaian dan

penguatan Sumber Daya Manusia pengelolanya;

4. Adanya keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan

strategi manaiemen Sumbei Daya Manusiai

5. Manajemen Sumber Daya Manusia diposisika! sebagai aspek

strategis darr terpadu dengan visi, misi dan sasaran organisasi;

6. Menyesuaikan perkembangan yang te4adi fleksibel terhadap

perubahan sistem, ketentuan dan prosedw;

7. Mendorong kepatuhan terhadap niiai-nilai organisasi dan eti&a

profesi.

Hakim dan aparatur peradilan yang bemaung dibawah Badan

Peradilan diturtut untuk senantiasa mengingkatkan dan memperluas

wawasan serta kea}liarmya. Peningkatan kapasitas profesi akan

mendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraan peradilan dan

pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan

Rcciu Rencara Strutegis2Als 20t9 Pe gadilan Ne9eri Sanpit (?las IB
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dapat meningkatalan kepuasan dan kepercayaaan terhadap Badan

Peradilan.

Salah satu caranya adalah dengan penyelenggaraan pendidikan dan

pelatihan yang komprehmsif, terpadu, dan sinergis dengan kebutuhan

Badan Peradilan dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Selain ih,
sistem rekrutmen juga harus dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dari

sistem pendidikan dan pelatihan, datam rangka mengelola Lualitas

Sumber Daya Manusia Badan Peradilan.

Ha1 ini merupakan cala yanB kompreheruif dalam mengelola dan

membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif,

sehing8a tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profiesional.

Surnber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif,

bedntegritas dan profesional adalah salah satu ciri dari Badan Peradilan

I-trdonesia yang Agung. Oleh karenanya tetah menjadi tekad Badan

Peradilan untuk menghasilkan lulusan hakim dan pegawai pengadilan

yang terbaik dari segi keahliar, profesionalitas, serta integritas.

Untuk mendapatkan SumLrer Daya Manusia yan8 kompeten dengan

kriteda obyektif, berintegritas dan profiesonal, maka Mahkamah Agung

akan mengembangkan "Sistem Pendidikan dan pelatihan profesi hal<im

dan apalatur peradilan yant berkualitas dan terhomat atau "quolifed mtl

Respectable ludicial Training Center (lTC)". Sistem ini akan dapat terwujud

dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliputi:

1. Kelembagaan(institusional),

2. Sarana dan prasarana yang diperlulcn;

3. Slrmber daya manusia;

4. P.o8ram diklat yan8 terpadu dan berkelaflruta4

5. Pemanfaatan hasil diklat;

6. Anggaran diklat; serta

7. Kegiatan pendukung lairurya (misalnya kegiatan penelitian dan

Pengembangan).

Perbaikan pada ketujuh aspek di atas atan menjadi fokus perhatian

pada usaha perbaikan kualitas pendidikan dan pelatihan. Konsep yan8
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akan diadopsi dalam penyetenggaraan pendidikan darl pelatihan ke

depan adalah konsep pendidi-kan yang permanen dan berkelaniutan

kontinuing ludicial Education atau CIE). Maksudnya, pendidikan dan

pelatihan yang diberikar kepada (calon) hat<jm dan aparatur telah

mereka dapatkan.

Pengembaagarmya akan menyesuaikan dengan perkembangan

plofesi yarg mereka geluti sepanjang karimya di pengadilan, misa.lnya

bagaimana seorang hakim dapat tcrus mengikuti perkemba.nga.n wacana

dan rasa keadilan yang terus berkembangan di masyarakat atau

bagaimana seorang aparatur peladilan mempelajari pengguraan aplikasi

komputer tertentu untuk mendulung pelaksaan tugasnya. Sebagai

pedoman implementasi CJE ini, terdapat pdnsip yang harus

dipelhatikan, yaitu :

a. Bersifat kompreheruif, terpadu dan sinergis urtuk memba-ntu hakim

dan aparatur peradilan memenuhi harapan masyarakat;

b. Bersifat khusus yang merupakan bagian dari pendidikan

berkelaniutan dan terpusat pada kebutuhan pengembangan

kompetensi hfim dan pegawai pengadilan.

Dalam mengimplementasikan konsep CIE ini, Mahkamah Agung

akan sepenuhnya mengembangkan metode belaiar cara orang dewasa

(odult learfling). Penerapan metode ini akan menumbuhkan dasariasar

sistem dar budaya dalam implementasi desain organisasi berbasis

pentetahuan (knouiedge based organization). Para hatim seda aparat

peradilan akan terus belajar dari produk-produl yang dihasilkan oteh

mereka sendiri.

Untuk memastikan berhasilnya implementasi konsep CIE dalam

sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan

yang Berkualitas dan Terhormat kegiatan-kegiatan yang akan

dilalsaaakan antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasistas kelembagaan dan kapasitas Sumber Daya

Manusia pada pelaksana fungsi pendidilan dan pelat'rhan;

Reoiu Pcncam Sba,egis 20152019 Pensdtil Negeti Sanpit XeI,JIB
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2. Penyusunaan kurikulum dan materi agar berbasis kompetensi bagi

program pendidilan dan pelatihan hakim dan aparatur peradilan

yang akan diperbaharui secara berkelanjutan, termasul< penyesuaian

dengan penerapan sistem kamar;

3. Pelaksanaan piogram pendidikan dan pelatihan berkelaniutan bagi

halim dan aparat peradilan;

4. Rekrutmen Sumber Daya Manusia pada pelalsana fungsi

pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi, termasuk

melibatkan tenaga ekstemal untuk mendul:r.rrlg penyusunan

kurikutum dan materi aiar, ataupul meniadi tenaga pengajar yang

dibuh.rhlalr;

5. Pelaksanaan proses integrasi sistem diklat dengar sistem Sumber

Daya Manusia secala keseluruhar.

Perubahan suatu ,rsiress process sebagai akibat dari modemisasi

memerlukan rekrutrnen tenaga baru. Sementara itu, pihak yang tidak

dapat diakomodasi pada proses yang baru harus direlokasi ke posisi tain

yang lebih sesuai dengan keahlian mereka, Berdasarkan uraian di atas,

ada 2 (dua) kebutuhan utam4 yaitu : Peningkatan literasi Tebrologi

Informasi dan standardisasi pemahaman sistem kerja.

Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya pelaksanaar pengawasan kineria aparat

peradilan secara optimal

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan pelaksanaan

pengawasan kine4a aparat peradilan secara optimal, ditetapkan arah kebijakan

sebagai bedkut :

1) Penataan pola rekmtmen Sumber Daya Manusia Peradilan;

2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan.

Dengan uraian perarah kebijakan sebagai berikut :

fa usla

Peningkatan kompetensi dan integdtas Sumber Daya Manusia Mahkamah

Agung dicapai dengan 2 (dua) arah kebijakan yaitu :

1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Petadilan;

Redu Rencana S'ategis 2015 2019 Pengattildn Neg i SanPit Kelas IB
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2) Penataan pola promosi dan mutasi Surnber Daya Manusia

Peradilar.

Untuk menata pola lekrutmen Sumber Daya Manusia

Peradilan menemui kendala seperti pemenuhan kebutuhan formasi

Sumber Daya Manusia yang belum sesuai dengan kompetensi yang

dibuhrhlan dengan menemui beberapan tantangan sepeti :

1) Sistem rekrutmen di Mahkamah Agung belum memenuhi

kriteria obyektif sesuai SDM yang dilutuhkan;

2) Belum ada parameter penenhran formasi hakim berdasarkan

beban kerja setiap pengadilan secara lebih objektif darr akurat;

3) Belum ada tujuan rekrutmen hakim yang lebih

mmgedepankan upaya memperoleh calon yang berkualitas

selain mengisi formasi yang kosong

4) Belum berlatunya prinsip pentingnya komposisi halim di

pengadilan yang mencermtrkan keberagaman yang ada dalam

masyarakat dalam rargka efektivitas mediasi;

5) Belum ada test kepdbadian (test psikolog) dari pihak yang

berkompeten dalam menggali se a mengului potensi

seseorang unhrk menjalarkan funsi peraditarl dengan baik;

6) Belum dilakukannya tale t scouting ke berbagai universitas

dengan akreditasi memuaskan untul< mendapatkan input

aparatur peradilan yang berkualitas;

7) Belum ada sistem rekruhnen asisten hakim agung.

Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung arah kebiiakan penataan

pola rekrutmen sumber daya peradilan adalah :

1) Adarya metode transparansi pen8umuman hasil uiian yang objektif

dan dapat diakses secara mudah oleh peserta (meliputi nilai dan

peringkat);

2) 'Ierdapat bagian yang khusus menangani laporan hasil asesmen,

kompetensi Sumber Daya Manusia, rekam jejak hakirn dan pegawai,

peta Surnber Daya Manusia Mahkamah Agung Republik Indonesia,

Rc"iu kncana Sbalegk 2015:us Pengallibn Negeri Sampit Kelas lB
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serta prediksi dan antisipasi penempatan Sumber Daya Manusia

Mahkamah ABmg Republik hdonesia;

3) Diadakannya standarisasi aturan mengenai pmambahan

persyaratan menjadi hakim yang sesuai dengan kebutuhan

karakteristik seorang hakim (untuk mencalup integritas, moral dan

karakteristit yang kuat, kemampuan komunikasi memiliki nalar

yang baik, dan lain-tain);

4) Pelibatan lembaga ekstcmal dalam proses rekrutmen aparatur

peradilan telah dilaksanakan baik dari Komisi Yudisial maupun

Iembaga lain yang berkompeten bersama dengan Mahkamah

Agung. Sehhgga strategi yan€i dipakai untuk arah kebijakan ini

adalah rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi.

b. Penataan pola promosi dan mutasi sumber daya manusia peradilan

Penataan sistem pembinaan dan pola promosi muta-si Slrmber Daya

Marusia Peradilan, permasalahart yang ditemukan adalah sistem

pembinaar meliputi peninSkatan kapabilitas^eahlian, rotasi, mutasi dan

karir baik Ltakim maupun non hakim perlu ditingkatan dengan parameter

(rruard-punishment\. Tantangan yang dihadapi untuk arah kebijakan ini

adalah r

1) Pert aikan sistem pembinaan aparatur peiadilan belum sesuai

dengan kebutuhan;

2) Belum ada ketentuan sebagai acuan yan8 mengatur sistem

pembinaan aparatur peradilan untuk menggatikan berbagai

peiaturan perundang-undangan telois yang selama ini mengatur

pembinaan Sumber Daya Manusia aparatur peradilan;

3) Belum terlalsananya perbaikan standaiisasi sistem pelaksanaan

promosi dan mutasi bagi pegawai;

4) Belum ada tim yang bertugas melakukan sinkronisasi berbagai

peraturan perundang-undangan yang selama ini mengatur status

hakim sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Undang-undang

Nomor 4311999 yang mengatur status halim yang baru sebagai

pejabat negara.
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Sedangkan potensi yang ada unhrk mendukuag arah kebijakan

penataan sistem pembinaan dan pola promosi mutasi sumber daya

maausia peradilan yaitu bahwa :

1) Telah dilakukan assessment rmtuk pejabat setingkat eselon III untuk

pengembangan organisasi;

2) Telah dilaksaaakan pelatihan Sumbei Daya Manusia Profesional

Bersertifikat untuk pejabat setingkat seslon III dan IV.

Dengan segala permasalahan, tantangary dan potensi yang ad4

maka strategi yang diterapkan adalah :

1) Mengembagkar dan mmgimplementasikan sistem manajemen

Snmber Daya Manusia berbasis kompetensi (competency based HR

management);

2) Menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil

assesmen;

3) Pelaksanaan program pendidil.an dan pelatihan hakim dan pegawai

secara berkelan utan (capocity building),

4) Menyusun standarisasi sistem pendidi&an dan pelatihan aparatur

peradilan (dilatsanalan oleh unit Diklat Litbang Kumdil);

5) Men)'u$m relugasi penilaian kemampuan Sumber Daya Manusia di

Mahlamah Agung urtuk menuju pembaruaa sistem manaiemen

inJormasi yang terkomputerisasi.

Sasaran Strategie 7 :

Meningkatnya tranparansi pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM),

Keuangan dan Aset

Dengan arah kebiialan sebagai berikut :

a) Kemandirian anggaran Mal*amah Agung;

b) Penataan marajemen dalam ranSka good court gooerflance;

c) Reorganisasi dan mengarah pada good court gorremiflce dar.

pengembangan budaya organisasi yang efektif.
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Untuk mewujudkar sasaran shategis meningkatnya pengelolaan manajedal

lembaga peradilan secara akuntabel, elektil dan efisiery ditetapkan arah

kebijakan sebagai berikut :

1) Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung;

2) Mekanismen perencaaan dan pelaksanaan anggarani

3) Pengelolaar Manaiemen Aset di Peradilac

4) Penataan Organisasi dan Tata laksana;

5) Pengembangan budaya organisasi yang efektif.

Dengan u.raian per arah kebijakan sebagai berikut :

a) Kemanditian Anggaran Mahkamah Agung

Kondisi saat ini, dalam hal anggaran, Mahlamah Agung mengalami

kendala dalam pemenuhar kebutuhan operasional. Birokrasi keputusar

anggaran merupakan kendalam utama. Usulan perencaan anggaran yanS

diaiukan oleh Mahkamah Agung melalui proses pembahasan dengan

Bappenas dan Kementerian Keuangan, acap kaii tidal mendapatkan

alokasi dana sebagaimana yang diaiukan dalam rencana,

Untuk menjamin efektivitas pelaksaan hrgas dan tantgung jawab

Mahkamah Agung sebagai lembaga penegak hukum, maka ketersediaan

alokasi dana merupalan hal yang penting.

Untuk mengatasi kendala tersebut, ditetapkan 2 (dua) arah kebijalcan

yaitu :

1) Penyusunan rancangan perahrran mengenai implementasi

kemandirian anggaran;

2) Peny.usunan usulan rancangan revisi paket peraturan perundang-

urdangan keuangan terkait kemandirian anggaran peradilan.

b) Penataan manajemen dalam rangka good co!/f goz,emdrrce

Dalam rangka kemandiian pengelolaan anggaran Badan Peradilan

Diperlukan penataan manaiemen secara menyeluruh menuju Sood court

gooemance Ej.elip.u.ti arah kebiiakan sebagai berikut :

R&iu Rencana S'ategis 2015 2019 Pengddilan Nege/i Sampit Kelos IB
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1) Restrultuisasi progam, kegiatan dan penajemen indikator kineria

kegiatan;

2) Penfrsunaan standar biaya yang terkait dengan bidang peradilan

sebagai penunjang anggaran berbasis kine4a di Mahkamah Agung;

3) Analisis kebuhrhan riil sebagai acuan dasar (baseline) berdasarkan

hasil evaluasi capaian kinerja;

4) Penl'usunan regulasi pengkelolaan aset dan penerapan tata kelola

aset bcrbasis /is& rznalysis.

3.3. ARAH DAN KEBIJAKAN STRATECIS PENGADILAN NEGERI

SAMPIT

Berdasarkan arah kebijal<an dan strategi Maltamah Agung di atas,

Pengadilan Negeri Sampit sebagai Pengadilan Negeri Kelas 1B dalam lingkup

peradilan umum dibawah Mahlamah Agung men,'usun langkah arah

kebija-kan dan strategi sesuai dan selarah dengan arah kebijakan dan strategi

sesuai dan selarah dengan alah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung.

Sasaran stratetis yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri SamPit dalam

periode 2015 - 2019 adalah sebagai bedkut :

1. Terwuiudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabeli

2. Peningkatan efektivitas pengelolaanpenyelesaianperkara;

Reri Renca d Sbategis 2A15 2019 Pen\atilan NeS.,i Sanpit Kelas tB
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c) Restrukturisasi Organisasi dan mengarah pada good rourf go?erannce dan

pengembangan budava ory is

Untuk mewujudkan good court gqoemance diperlulan arah kebijakan

yang mengarah pada penataan organisasi sebagai berikut :

1. Perombalan struktur ortanisasi dengan mengacu pada ah:r business

process dan efuiensi manejemen anggaran;

2. Penetapan dan implementasi Nilai-nilai utama dalam berbagai

aspek peke4aan untuk mendorong budaya keria yang sesuai dengan

visi dan misi Mahlamah Agung;

3. Transformasi fiindset $e1].9 a}l pada internal seroice attidute yan.g

menunjang efisiensi dan efektivitas brsitess preess.
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3. Meningkatnya alses peradilan bagi masyarakat terpinggirkary

4. Menhgkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadila&

5. Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah

Agung ya116 berkualitas;

6. Meningkahya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara

optimal

7. Meningkatnya tranparansi pengelolaan Sumber Daya Manusi4

Kcuangan dan Aset.

Berdasarkan sasaran strategis diatas maka arah kebijakan dan strategi

yang ditetapkan di Pengadilan Negeri Sampit adalah sebagai berikut :

1. Terwuiudnva Droses oeradilaul vans Dasti. traniDdran dan akuntabe.l

Dalam mewujudkan sasaran stratetis ini ditetapkan indikator kinerja

sebagai berikut :

a) Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Nilai persentase ini didapat dengan perbandingan jurdah sisa

perkara tahun set ehlrnnya yang diselesaikan dengan jumlah sisa

perkara yang harus diselesaikan.

b) Persentase penyelesaian perkara tepat wattu

Nilai percentas€ iri didapat dari perbandingar iurnlah perkara yang

diselesaikan tahun beialan dengan jumlah perkara yang ada.

c) Persentase penurunan sisa perkara

Nilai persentase ini didapat Perbandingan sisa perkara tahun

sebelumnya yang diturangi sisa perkara tahun belalan dengan sisa

perkala tahun sebelumnya.

d) Persentase perkara yanS tidak mengaiukan upaya hukum

Nilai ini didapat dari perbandingan perkara yang mengaiukan

upaya hukum dengan perkara yang diputus apda tahun yang

bersangkutan. Hal ini dapat menunjutan tinBkat kepuasart

masyarakat pencari keadilan terhadap hasil Putusan Pengadilan

Negeri Sampit.

e) Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Dversi

R.,iu R.ncana Shotegis ?a152019 Pensodilan Negeri SamPit Xelas tB
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Nilai persentase ini didapat dari Perbandingan iumlah perkara

pidana anak yang diselesaikan secara diversi dengan jumlah

perkara pidana anak.

f) lndex respondm pmcari keadilan yang puas terhadap layanan

peradilan

Nilai indikator ini didapat dari hdex responden pencad keadilan

yang puas terhadap layanan peradilan.

Penhekatan efektivitas oenpelolaan Denvelesaian oerkara

Indikator kine4anya adalah sebagai berikut I

a) Persentase isi putusan yan8 d.iterima oleh para pihak tepat waktu

Nilai persentase ini didapat dari Pe$andingan junlah isi putusan

yang diterima tepat waktu dengar jwnlah putusan.

b) Persentase perkara yang disetesaikan melalui mediasi

Nilai indilator ini didapat dari perbandingan jumlah perkara yang

diselesail<an melalui mediasi dengan perkara perdata yang

dilakukan mediasi.

c) Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan

Peninjauan Kembali (PK) secara lerrgkap dan tepat waltu.

Nilai persentase ini didapat dari perbandingan jumlah perkara yang

diaiulan Banding. Kasasi dan PK secara lengkap dengan iumlah

berkas perkara yang dimohonlan Banding, Kasasi dan PK.

a) Persentase putusan perkara yang menaril perhatian masyaralat

yan8 dapat dia.kses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah

puhrs.

Ni]ai persentase ini didapat dari perbandingan Jumlah perkara yang

dimaksud adalah perkara Tipikox Pengadilan Negeli SamPit tidak

memi.liki wewenang untuk mengadili perkara Tindak Pidana

Korupsi.

Meninplatnva akses oeradilan bas.i masvarakat terpingsirkan

a) Persentase perkara pembebasan biaya (prodeo) yang diselesaikan

3
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Nilai persentase ini didapat dari perbandingan perkara yang

diselesaikan melalui Fembebasan biaya (prodeo) dengan jumtah

perkara prodeo.

b) Persentase perkara yang diselesailar di luar gedung pengadilan

Nilai hdikator ini ditetapkan dari Perbandingan jumlah perkara

yang diselesaikan diluar gedung pengad.ilan dengan jumlah perkara

yang seharusnya diselesaikan diluar gedurg pengadilan.

c) Persentase pencari keadilan tolongan tertentu yang mendapat

Layanan Bah:an Hukum (Posbakum)

Nilai ini didapat dari Perbandingan iurnlah Pencari Keadilan

C,olongan Tertentu yanB mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

dengan iumtah Pencari Keadilan Golongan Tertentu.

Meningkatnya kepatulEn terhadap putusan pentadilan

a) Persentase puhrsan perkala perdata yang ditindaklarjuti

(dieksekusi)

Nilai Persentase ini didapat dari Perbandingan jumlah putusan

perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang

sudah BHT.

SumbJ ti

Acune vans berkualitas-

a) Persentase pengaduan yang ditindal laniuti

Nilai ini didapat dari perbandingan iumlah Pengaduan yant

ditindak Ianjuti dnegan jurnlah pengaduan yant masul Pada tahun

yang be.sanBkutan.

b) Persentase temuan yang ditindak lanjuti

Nilai ini didapat dari perbandingan jumlah temuan yang ditindak

lanjuti dengan jumlah temuan yang ditindal lanfuti dengan junlah

temuan tahun yang bersangku tan.

c) Persentase pemanlaatan databased untuk pemeriksaan bail oleh

badan pengawasan maupun badan pemeriksa keuangan (BPK)

i1
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Indikator ini dinilai berdasarkan kemutakhiran data yang diinput

dalam aplikasi yang bersangkutan sehingga dapat menjadi

databased yang menunjang saat dilakukannya pemerilsaan dan

penSawaaan.

d) Persentase penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan

Nilai ini didapat dari perbandingan data pelanggaran kode etik

aparat peradilan tahun yang bersangkutan dengan tahm

sebelumnya.

Meninekatnya pelaksanaan pengawasan kineria aparat peradilan secara

ootimal-

a) Persentase iabatan yant sudah memenuhi standar kompetensi

seusai dengan parameter obyektil

Nilai ini didapat dari perbandingan jumlah jabataa yang sudah diisi

s€suai standar kompetensi dengan jumlah jabatan yang ada.

b) Persentase hakim yang telah memiliki seti{ikasi spesialisasi keahlian

Nilai ini didapat dad perbandingan jumlah hakim yang emmiliki

setilikasi spesialisasi dengan jumlah keseluruhan hakim yang ada.

c) Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan

kompetensi

Indikator ini dinilai melalui perbardingan jumlah pegawai yang

mendapat diklat/bimbingan teknis dengan jumlah pegawai yang

ada.

d) Perdoman persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan

parameter obyektif

Indikator ini dinilai berdasarkan peftandingan iumlah SDM yang

promosi dan atau mutasi dengan parameter obyektif dengan iulxfah

SDM yang promosi dan atau mutasi pada tahun yang bersangkutan.

Rmiu Ren|nna Sfiatrgis 2015-2019 Penydilan Nege/i Sanpit Kelas IB
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7. Meningkdtnl,d trdnparansi oengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

a) Persentase terpenuhinya kebutuhan standai sarana dan prasarana

yang mendukrng peningkatan pelayanan pdma



Nilai ini didapat dari perbandingan sarana/prasarana yang ada

dengan standar sarana/prasarana yang seharusnya ada.

b) Persentase penintkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan

penilaian prestasi keda)

Menilai indikator ini dengan melakukan perbandingar nilai SKP

pegawai tahm yarg bersangkutan dengan tahun sebelumnya.

c) Persentase hasil monev dan hasil reviu yang dijadikan feedback

untuk analisa kebijakan

Indikator ini dinilai dengan menggunakan perbandingan hasil

monev/reviu yang diiadikan feedbnck analisa kebijakan dengan

iurrlah hasil monev/reviu.

d) Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung

pelayanan prima peradilan

Cara menilai indikator ini dengan melalukan perbandingan

kegiatan prioritas yan8 mencapat target dengan kegiatan priotas

yang direncanalcan urtuk mendukung pelayanan prima.

3.4. KERANGKA REGULASI

Dengan lahimya Undaig-Undang Nomor 25 tahun 2004 teniang sistem

Pelencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka

regulasi menjadi bagian dan sahh satu dokumm perencanaan pembangulun

nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan: "RPJM Nasional merupalan penjabaran dari

visi, misi dan Program Presiden yang pen,.usunannya berpedoman pada RfJM

Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijalan umum, program

kedlentrian/ lembaga dan Iintas Kementerian/Iembaga, kewilayahan dan lintas

kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran

perekonomian secara menyelurui termasuk aral kebijal@n 6skal dalam rencarla keria

yang berupa kerangka iegdasi dan kerangka pmdanaan "Seiring deagan

diterbitkannya Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang system Perencaraan

Pembangunan Nasional tersebut diatas dan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011

tentang Pembentukan Perafuran Perundang-undangan, guru mendorong pencapaian

prioritas pembangunan nasional hususnya terwurudnya kepastian hukum maka

diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perurdargundangan yarg berkualitas.

Ma\karnah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJM periode ke

t -' I Reoiu Rxn&na snategis 2015 201s Pen\aditan NeSeri sanpit Keta! tBl.l_l: 46
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III tahun 201i2019 oleh pemerintah diberi amanat untul melaksanakan pr ram

pemerintah guna terwuiudnya pembangunan hukum nasional dituiukan (mtuk

semakin mengehbangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek.

Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN

tahun 201F.2019 adalah Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek

kehidupan berkembang makin mantap scrta profesionalirme aparatur negara di pusat

dan daerah makin mampu mendukung pembanguran nasional. Dalam melaksanakan

program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2015-2019 yang

diamanatkan kepada setiap kementriani4embaSa maka kemearterian/lembaga

dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrum€nt

guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan

penrbentuftan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur

perilaku masyarakat dan penyelenggaran Negara dalam rangka mencapai tujuan

bem ara. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 'l angka 14 Permen PPN/Kepala

Bappenas Nomor I tahun 2014 tentang pedoman Pmyusrman RPJMN 2015-2019 dan

Penturan sesmm PPN/Bappenas tertang juklak Nomor 2ruklak/Sesmenl03l201 4

tentang Petuniuk Pelaksanaan tentang Pedornan Penginte$asian Kerangka Regulasi

dalam R?,MN. Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strateiik tahun

2015- 2019 adalai :

a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan

pembangunan;

b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas

pembangunan;

c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian ang8aran urtuk keperluan pembentukan

regulasi.

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tin8gi negara dalam merealisasikan

prcgram pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2015-2019 juga harus

mcnctapkan kerangka regulasi, penctapan kcrangka regulasi yang dibuat Mahkafiah

Agung sudah barang tentu akan s€lalu seiring dengan kebijakan lembaga yang

dituangkan dalam ai-ah kebiiakan dan strategi Mahkamah Agung. Pengadilan NeSeri

Sampit yang merupakan satoan kera di bawah Mahkarnah Agung sudai seharusnya

mengikuti kerangka regulasi yang dibuat oleh mahkarnah agung dan mentaati s€tiaP

regulasi yang dibuat untuk turut mernbantu merealisasikan program Mahkamah

Agung dan Pemerintah.
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3.5, KF,RANCKA KELEMBAGAAN

Pengadila[ Negeri Sampit Kelas IB merupakan Pengadilan tingkat pertama

yang membawahi 2 (dua) wilayah hukum yaitu : Kabupaten Kotawaringin Timur, dan

Kabupaten Ser{ryan. Pengadilan Negeri Sampit dalam melaksanan tugas dan

fungsinya harus didulung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi

Pengadifan Negeri Sampit dilaksanak t Pirnpiflon Pengadildfi Negeri Salipit iel&t t

dibdntt Sekretaiat Peflgadilofi Negei Sanpit dafl Kepsniteirdfi Pefigadilan Negei

Soripit.

Mengenai Kelembagaan Pengadilan Negeri diatur clalam Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1 6 tentang Peladilan Umum maupun Undang-Undang Nornor I
tahun 2004 tentang Pembahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986

tentang Peradilan Umum maupun Undang-Undang Nomor 49 tsrtang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Adapun tata ke4a Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri diatur dalam

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Ke4a

Kepaniteraan dan Keseketariatan Pengaditan.

Undang-Undang Nomor 49 tentanS Perubahan Kedua Ata6 Undang-Undang Nomor

2 Tahun 1965 t€ntang Peradil"an Umum

P.!al 1l

(1) Pengadilan Pengadilan adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di

lingkunSan peradilan umum.

Undang-Undang Nomor 8 tentang Perubahan Petama Ata6 Undang-UndanS

Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Pasal 2:

Peradilan umum adalal salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari

keadilan pada umumnya.

Pasal 4:

(1) Pengadilan Negeri berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah

hukumnya mdiputi wilayah lcbupaten/Kota.

Undang-Undan8 Nomor 2 Tahun 19E6 t ntang Peradilen Umum

Pasal 10:

(1) Susunan Pengadilan NeSeri lerdiri dari Pimpinan, Haki r AngSota, Panitera,

Sekretaris, dan Jurusita.

Pasal 11:
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(1) Pimpinan Pengadilan Neged terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil

KehJa.

Peaturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2m5 bentang Organisasi dan Tata

Keria Kepanileraan dan Icsekretariatan Pengadilan

Pa3al 2:

Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menialankan

tugas dan ftmgsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua

Pengadilan.

Pasal4:

Kesekretariatan Peradilan adalah aparatu tata usala negara yang dalam menjalankan

tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua

Pengadilan.

Pasal 5:

('l) Kepanileraan Peradilan Umum, terdiri atas :

a. Kepanitelaan Pengadilan Tinggi; dan

b. KepaniteraanPengadilanNegeri.

(2) Kepaniteraan Pengadilan Negeri diklasiffkasi dalam 4 (empat) kelas, terdiri atas:

a. Kepaniteraan Pengadilan Ne8eri Kelas I A Khusus;

b. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A;

c. Kepaniteraan PenBadilan Negeri Kelas I B; dan

d. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas lI.

Pa.eal57:

(1) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B adalah aparatur tata usaha negaE

yang dalam menialankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung

jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B.

(2) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B dipimpin oleh Panitera.

Paeal58:

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas lB mempunyai tugas melalsanakan pembe an

dukungan di bidang tekis dan administrasi perkara serta menyelesail(an surat-siurat

vang berkaitan dengan perkara.

Pasal 59:

Dalam melaksanalan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 58. Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Kelas I B menyelenggarakan fungsi :
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a. Flaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasal pelaksanaan tugas dalam

pemberian dukungan di bidang teknis;

b. pelaksanaan pengelolaan adndnistrasi perkara perdata;

c. pelaksananaanpengelolaanadministrasiperkaiapidana;

d. pelaksanaraanpengelolaanadministrasiperkara khusus;

e. pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyaiian data perkara, dan

transparansi peikara;

f. pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam progmm

teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarlan perahraan dan

perundang- undangan, minutasi, evaluasi Dan administrasi Kepaniteraan;

B. pelalsanaanmediasi;

h. pembinaan teknis kepaniteraan dar kejurusitaan, dan;

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 60:

Kepaniteraen Pengadilan Negeri Kelas IB, terdiri atas:

a. Paniteia Muda Perdata;

b. Panitera Muda Pidana;

c. Panitera Muda Khusus; dan

d. Panitera Muda Hukum.

Pasal 61:

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di

bidang perdata.

Pasal 52:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Panitera Muda

Perdata menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapar berkas perkara perdata;

b. pelaksanaan registrasi perkam gugatan dan permohonan;

c. petaksanaan distribusi pcrkara yang telah diregister untuk diteruskan kcpada

Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penun ukkan Majelis Hakim dari

Ketua Pen8adilan;

d. pelaksanaan kembali berkas perkara yang sudal diputus dan

diminutasi;

e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak

yang tidak hadir;
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f. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding kasasl dan

peniniauan kernbali kepada para pihak;

g. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan

bandin& kasasi dan peninjauan kembali;

h. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum

kepada para pihal dan menyampaikan rclas penyerahan isi putusan kepada

Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agun&

i. pelal<sanaan pene maan konsinyasi;

.i. pelaksanaanpenerimaanpermohonaneksekusi;

k. pelalsanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan

hul(|Im tetap;

I. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap

kepada Panitera Muda Hukum;

m. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;

n. pelaksanaan fungsi lain yang diberilan oleh Panitera.

PaEal 63:

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di

bidang pidana.

Pa6al 54:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Panitera Muda

Pidana menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan p€meriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;

b. pelaksanaan registrasi perkara pidana;

c. pelaksanaan penerimaan permohonan praperad.ilan dan pemberitahuan kepada

termohoni

d. pel-aksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada

Ketua Majelis Hakim berdasarkan Poetapan Peruniukkan Maielis Hakim dari

Ketua Pengadilan;

e. pelalsanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan pena}anan,

perpaniangan penahanan dan penangguhan penahanan;

f. pelaksanaan penedmaan permohonan ijin penggeledahan dan iiin penltaan

dari penyidik;

g. petalsanaan penedtn um kembali berkas perkara yang sudah diPutus dan

diminutasi;
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h. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak

yang tida-k hadit

i. pelaksanaan pmyampaian p€mberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan

peninjauan kembali kepada para pihak;

j. pelaksanaan pmerimaan dan pengirinao berkas perkara yang dimohonkan

banding, kasasi dan peniniauan kembali;

k. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum

kepada para pihak dan menyampaikan relas p€nyerahan isi putusan kepada

Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung

l. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upal,a hukum kepada.Jaksa Penuntut

Umum dan Terdakwa;

m. pelaksanaan perrerimaanpermoh<.rnaneksekusi;

n. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan

hukum tetap;

o. pelaksanaan penyeraian berkas perkara yang sudah beikekuatan hukum tetap

kepada Panitera Muda Hukum;

p. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan

q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pa6d At:

Panitera Muda Khusus rnempuflyai tugas melaksanakan administrasi perkaia di

bidang perkara khusus, antaE lain perkara niaga, penyelesaian perselisihan

hubungan industrial, thdak pidana korupsi, hak asasi manusia dan perikanan serta

perkara khusts lainnya yang diperlukan.

Paeal 65:

(1) ,urnlah Panitera Muda Khusus sebaga.inEna dimaksud dalam Pasal 65 yang

dapat diangkat paling banyak 5 orang.

(2) Jurnlah Panilera Muda Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditentukan

berdasarkan kebutulan dan beban ke4a.

P.sal57:

Dalam melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud dalam Pasal 65, Panitera Muda

Klrusus menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus;

b. pelaksanaan registrasi perkara khusus;
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c. pelaksanaan penerimaan pemohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada

termohon;

d. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada

Ketua Majefis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Maielis Hakim dari

Ketua Pengadilan;

e. pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengidman penetapan penahanan,

perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;

f. pelaksanaan penerirnaan permohonan iiin penggetedalan dan iiin penyitaan

dari penyidik;

g. pelaksanaan penyiapan penunjukkan hakim pengawas dalam perkara

kepailitan;

h. pelaksanaan pererimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan

diminutasi;

i. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihal

yang tidak hadir;

j. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat bandin& kasasi dan

peninjauan kernbali kepada para pihak;

k. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan

banding, kasasi dan pmin auan kembali;

l. pelaksanaan pengawasan terhadap peanberitahuan isi putusan upaya hukum

kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada

Pengadilan Tinggi dan Mal*amah Agung;

m. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut

Umum dan Terdakwa;

g. pelaksanaanpenerimaanpermohonaneksekusi;

o. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan

hukum tetap;

p. pclaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkckuatan hukum tctaP

kepada Panitera Muda Hukum;

q. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan

r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 6E:

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan

dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara scrta pelaporan.

Pasd 69r
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Dalam melaksanaka.n tugas sebagaimana dimaksud da]a6 Pasal 68, Panitera Muda

Hukum menyelenggarakan fungsi :

a. pelalsanaan pengumpula[ pen8e]olaan dan penyajian data perkara;

b. pelaksanaan penyajian statistik perkaia;

c. pelaksanaan pen).usunan dan pendriman pelaporan perkara;

d. pelaksanaan penataar, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;

e. pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,

I pelaksanaan penyiapan, pengelqlaan dan penyaiian bahan-bahan yang berkaitan

dengan transpaEnsi perka.a.

g. p€laksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakaL hubungan

masyarakat; dan

h. pelalsanaan fungsi lain yalg diberikan oleh Panitera.
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BAB IV

TARGET KINERJA

Unhrk mewurudkan visi, misi, tuiuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Sampit memiliki 4 (empat) Tujuan yaitu :

1. Ter$ujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, Eansparan dan akuntabel;

2. Penintkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;

3. Tefla.ujudnya Pelayanan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Te{pinggirkary

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Ertusan Pengadilan.

I00,2, 100.7, I009; I00?, I00,i,o
a. Persentase sisa perkara Perdata dan

Pidana yang diselesaikan

b. Persentase perkara Perdata dan Pidana

vang diselesaikan tepat waktu
809i, lJ0'ii, 800r, 8)0o/i, ,it l,|i,

Persentase penurunan
Perdata dan Pidana

perkara5'Sa
309i, 3t)y., 30'/. 30.1, 307,,

I Terwujudnya kepercayaan
masyarakat te adap sistem
peradilan melalui proses

peradilan yang pasti, transparan
dan akuntabel

Terwujudnya proses peradilan yang
pasti, transparan, dan akurltabel

d. Perscntase perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya [Iukum Bandin&

80% &]v,, 80% 80% g)"1,

R 
"iu 
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Kasasi dan PK aov"
80%

&)"ti
N%

807"

80./"

80%

81)"/"

fi,'/,,
80%

Pe6entase Perkara Pidana Anak yang
Dselesaikan dengan Diversi

!)% x'v" ]/J.7,, 30,ro

f. lndex responden pearcari keadilan yang
puas terhadap layanan peradilan

909; "1, 90% 9U*,

2. Peningkatan Efektivitas
Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Peningkatar Ufektivitas Pengelolaan
Penyelesaial Perkara

a. Persentase Isi Putusan YanB Diterima
Oleh pada Pihak Tepat Waktu

90,'/o 90"1, 90.1, 90% 90,x,

b. Persentase Perkara
melalui Medjasi

yang Dselesaikan
20ro 20,v" 20/., 2001, 2Ab

c Percentase berkas perkara yang diajulGn
Bandin& Kasasi, dan PK secara lengkap
dan tepat waktu

$% 90.1,

90'l.'

90"i 907"

d. Pers€ntas€ Putusan perkara yang
menarik perhatian masyarakat yang
dapat diakses dalam waktu 1 (satu) hari
setelah putus

90,x, 90.'1, 9(l.L, "/.,

3 Terwujudnya Pelayanan Akses
Pemdilan bagi Masyarakat Miskin
dan Terpinggirkan

Meningkatnya Pelayanan Aks€s
Peradilan bagi Masyamkat Miskin
dan Teryinggirkan

a. Persentase

d iselesa i kan
perkara prodeo yang

100,/o lUt'/,, I m9i, 1002,

b. Persentase perkara yang tliselesaikan cti
luar Cedrrng Pengadilan

90y. 90"/,, 90,1, 90v, 90,2,

c. PeGentase Pencari Keadilan Golongan
tertentu yang mendapat layanan Bantuan
Hukum (Posbalum)

r0090 100'tn 1009. 100", loux,

4 Meningkatnya Kepatuhan
Terhadap Putusan Pengadilan

Meningkatnya kepatuhan terhadap
putusan penga(lilan

Persentase Putusan Perkara Perdata yang
ditindaklaniuti (dieksekusi)

10"/" 10"/, I00r, 10b/., 109;
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5 'Ierwuiudnya pelaksanaan
p€ngawasan kineda aparat peradilan
secara optimal baik internal maupun
ekternal

100"i, r 00% 100'/o 100'2,

100r,b. Persentase temuan yang ditindaktan,uti 100'lo 1007" tm?"
c Persentase pemanfaatan database untuk

pemeriksaan baik oleh Badan Pengawas
inaupun oleh Badan Pemeriksa
Keuangan

859.. 85% 85'2, 85"1,

d. Pe.sentase SDM yang promosi dan
mutasi b€rdasarkan pedoman parameter

obiektif

.15,.'. 45% 4501, 45v"

6 Terwujudnya transParansi
pengelolaan SDM lembaga peradilan
peradilan berdasarkan parametei
obiektif

a. Presentase Jabatan yang sudah memenuhi
standar kompentensi rsuai dengan
parameter obiektif

6s'.1; 63"1,

70,x, 70%

65% 657"

b. Persentase Hakim yan8 telah memiliki
sertifikasi spesialis k€ahlian

70,n, 70.to 7lf'\,

c. Persentas€ pegawai yang telah
mendapatkan pealgembangan tompetensi

650i,, 659, 65?"

d. Persentas€ SDM yang promosi dan mutasi
brdasarkan pedoman parameter obiektif

ao'% 8I)"t 80?,

80%

80,,L u)/,,

7 a. Persentas€ terpenuhinya kebutuhan
standar sarana dan prasarana vang
mendukung peningkatan pelayanan
prima

800/. 8ll'ln

b. Persentase peningkatan produktifitas
kinerja SDM (SKP dan Penilaian
Presentasi Keria)

85'/" 85,2, 8a.t" 85'1,

PENGADILAN N EGERI SAIIPIT KELAS IA

Jl. H. M. AFv.d No 36 safrpft 74i22T.lp /Tar (0531) 210$, 2t 24e

Email : !r[(a-prr:!i!0ptlg!.id Web.lte: $vw pn-5amfn g(] id

Meningkatnya pengelolaan manajerial
lembaga peradilan secaE akuntabel,
efektif dan efisien

100,x,

1tfio/,,

85q,
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Persentase tercapainya target kegiatan
prioritas yang mendukung pelayanan
prima peradilan

85% IJ-5,t, 85.1, 85"1, 85,t,
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@BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Pentadilan Ne8eri Sampit Kelas IB Tahl.ul 2015 - 2019

diarahkan untuk merespon berbatai tantangan dan peluang sesuai dengan

tuntutan perubahan lingkuntan strateds, baik yang bersifat intemal maupun

yang bersifat ekstemal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan

peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang

ditetapka& dan strategis yang akan dijalan-kan selama ku.run wakhr 5 (lima)

tahun, se a output yang ingin dihasilkandanout come yang diharapkan.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Sampit harus terus

disempumalan dari waltu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat

terbula dari kemungkinan perubahar. Melalui renstra ini diharapkan dapat

membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran

tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola, Dengan Renstra ini

pula, diharapkaa unit keria Pengadilan Negeri Sampit memiliki pedoman

yang dapat diiadikan penurh.m bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran

program selama 5 (lima) tahun yaitu 2015 - 2019, sehing8a visi dan misi

Pengadilan Negeri Sampit dapat terwuiud dengan baik.
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